
 

 

BUPATI MAROS 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 

NOMOR : 122 TAHUN 2021     

 

TENTANG 

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH 

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN MAROS  

 TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAROS, 

 

Menimbang  : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /  
Sustainable Devolopment Goals  (SDGs) merupakan 

komitmen bersama untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat dan merupakan acuan penting 

serta pengarusutamaan (mainstreaming)  dalam 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 
15 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan        
Pembangunan Berkelanjutan Program 

Pembangunan, dan dalam rangka pencapaian 
Target/Indikator Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) Kabupaten  Maros , maka perlu  

menyusun Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
/Sustainable Development Goals ( SDGs) Kabupaten 

Maros Tahun 2021-2026; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a dan huruf b di atas, maka 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable 

Development Goals Kabupaten Maros Tahun 2021-

2026. 

  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 



Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan 
PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

10. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukn dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maros Tahun 2019 Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2021-2026(Lembaran Daerah Kabupaten Maros 

Tahun 2021 Nomor 5). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG MATRIKS RENCANA 

AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALS KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku penggunan 
anggaran/pengguna barang. 



5. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan 

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, 

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

6. Filantropi adalah kedermawanan seseorang yang berarti bahwa 
orang yang senantiasa terbuka dan senang memberikan sesuatu 

kepada orang lain seperti menyumbangkan waktu, uang, dan 
tenaganya untuk menolong orang lain. 

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum 
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri 
maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
8. Akademisi atau akademikus adalah seseorang yang berpendidikan 

tinggi, atau intelektual, atau seseorang yang menekuni profesi 
sebagai pengajar dan guru besar di perguruan tinggi. Pengertian lain 
dari kata ini adalah anggota suatu akademi. 

9. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat dengan 
SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian 

disingkat dengan TPB adalah kesepakatan pembangunan baru yang 
mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah 

pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia 
dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan 

lingkungan hidup.  
10. Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustanaible Depelopment Goals) yang selanjutnya disingkat Matriks 

RAD TPB/SDGs adalah Matriks Rencana Aksi Daerah Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang 

berisikan Target TPB/SDGs, Indikator TPB/SDGs, Program, Kegiatan 
dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai.  

11. Organisasi Non Pemerintah adalah Organisasi Non Pemerintah 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 

 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini dibentuk adalah sebagai pedoman 
dalam upaya percepatan pencapaian target TPB/ SDGs dalam 
mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2021 

sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk  Program, Kegiatan  dan 
Indikator Kegiatan. 

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini dibentuk adalah untuk meningkatkan 
kemitraan antara pemangku kepentingan yang lebih kuat 

berdasarkan kesetaraan dan inklusivitas dan difokuskan pada 
pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, menguatkan 
perekonomian, meningkatkan wawasan lingkungan serta mencapai 

kesetaraan dan keadilan. 
 



 BAB III 

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH  TUJUAN PEMBANGUNAN 
BERKELANJUTAN / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALs   

 
Pasal 3 

 

(1) Matriks Program TPB/SDGs terdiri dari Matriks I, Matriks II dan 
Matriks III sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
(2) Matriks I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator 

SDGs, sumber data, angka dasar (baseline), dan target  tahunan  
yang menggambarkan  rencana  capaian  Kabupaten Maros pada 
tataran dampak.   

(3) Matriks II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, 
Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, target tahunan, Indikasi 

Anggaran dalam 5 (lima) tahun, sumber pendanaan, dan instansi 
pelaksana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Maros.  
(4) Matriks III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Program, 

Kegiatan, Output Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, 

instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat 
kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Maros yang dilaksanakan oleh 

organisasi Non Pemerintah, filantropi dan akademisi. 
 

 
BAB IV 

KETERKAITAN MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN 

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
GOALs DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 
 

Pasal 4 
 

Pengarusutamaan TPB/SDGs harus dilakukan dalam proses perencanaan 

daerah dan diarahkan untuk menjawab permasalahan kesejahteraan 
masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik 

masing-masing daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), target dan indikator TPB/SDGs 

diadaptasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  
(RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.  

 
 

Pasal 5 

 
 

(1) Pelaksanaan pencapaian target TPB/SDGs tingkat daerah dilakukan 
dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan 

kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja dan 
pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perangkat Daerah, Organisasi 
Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak 
terkait lainnya untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs dan 

memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan (No One Left 
Behind). 



 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

 
Pasal 6 

 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks 
TPB/SDGs setiap satu tahun sekali atau bila diperlukan. 

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matriks RAD 
TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Maros. 

 
 

Ditetapkan di Maros  

pada tanggal 29 November 2021 

 
BUPATI MAROS, 

 

 
 

A. S. CHAIDIR SYAM 

 

 

Diundangkan di Maros 
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
  

A. DAVIED SYAMSUDDIN 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN  2021 NOMOR 29  23 



2021 2022 2023 2024 2025 2026

TUJUAN 1: 

1.2.1*
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 

nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Dinas Sosial Persen 9.89 8.97 8.51 8.05 7.59 7.13 6.67

1.3.1.(a)
Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang 

Kesehatan.
Dinas Kesehatan Persen 96.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.3.1.(c)
Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang 

terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
Dinas Sosial Persen 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

1.3.1.(d)
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai 

bersyarat/Program Keluarga Harapan.
Dinas Sosial Rumah Tangga                  13,880       12,131       11,257       10,382         9,508         8,633         7,759 

1.4.1.(a)
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Dinas Kesehatan Persen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.4.1.(b)
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi 

dasar lengkap.
Dinas Kesehatan Persen 95.88 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.4.1.(c)

Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara 

pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang 

berstatus kawin.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 65.29 66.07 66.47 66.86 67.25 67.64 68.03

1.4.1.(d)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan 

sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perhubungan dan Pertanahan
Persen 76.56 87.70 93.26 98.83 100.00 100.00 100.00

1.4.1.(e)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan 

sanitasi layak dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perhubungan dan Pertanahan
Persen 91.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 102.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 108.57 138.57 153.57 168.56 183.56 198.56 213.56

1.4.1.(j)
Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta 

kelahiran.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 72.00 85.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00

1.5.1*
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana 

per 100.000 orang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Orang 6 0 0 0 0 0 0

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 1
Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target Global :  

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NOMOR      :  122 TAHUN 2021   

TANGGAL   :    29 NOVEMBER 2021 

TENTANG   :  

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lokasi 0 2 4 6 8 10 12

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Dinas Sosial Orang 400 519 579 638 698 758 817

1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Dinas Sosial Orang 411            958         1,231         1,505         1,778         2,052         2,325 

1.5.3*
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat 

nasional dan daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1.a.2*

Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan 

perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja 

pemerintah.

Badan Perencanaan, Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persen 33.73 34.13 34.34 34.54 34.74 34.94 35.15

TUJUAN 2: 

2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. Dinas Kesehatan Persen 17.30 16.54 16.15 15.77 15.39 15.01 14.62

2.2.1*
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di 

bawah lima tahun/balita.
Dinas Kesehatan Persen 21.5 19.22 18.09 16.95 15.81 14.67 13.53

2.2.2*
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia 

kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
Dinas Kesehatan Persen 6.8 5.03 4.14 3.25 2.37 1.48 0.59

2.2.2.(b)
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI 

eksklusif.
Dinas Kesehatan Persen 64.97 66.40 67.11 67.83 68.54 69.26 69.97

TUJUAN 3: 

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Dinas Kesehatan Angka 3.00 2.06 1.59 1.12 0.65 0.18 0.00

3.1.2*

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih.

Dinas Kesehatan Persen 89.11 92.14 93.65 95.17 96.68 98.20 99.71

3.1.2.(a)
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang 

proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
Dinas Kesehatan Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Angka 4.7 2.93 2.04 1.15 0.27 0.00 0.00

3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Angka 2.82 1.56 0.93 0.30 0.00 0.00 0.00

3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Dinas Kesehatan Angka 4.76 2.98 2.09 1.20 0.32 0.00 0.00

3.2.2.(b)
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar 

lengkap pada bayi.
Dinas Kesehatan Persen 95.5 98.37 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00

3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. Dinas Kesehatan Persen 0,0005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. Dinas Kesehatan Kasus 111 109.68 109.02 108.36 107.71 107.05 106.39

3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. Dinas Kesehatan Orang 20 18.32 17.48 16.64 15.80 14.96 14.12

3.3.3.(a) Jumlah kecamatan  yang mencapai eliminasi malaria. Dinas Kesehatan Kecamatan 14 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 3

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 2
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target Global :  

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. Dinas Kesehatan Persen 1 0.66 0.49 0.32 0.15 0.00 0.00

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. Dinas Kesehatan Persen 28.38 26.11 24.97 23.84 22.70 21.57 20.43

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. Dinas Kesehatan Persen 59.26 31.41 17.48 3.56 0.00 0.00 0.00

3.7.1*

Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau 

pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan 

menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 65.29 66.07 66.47 66.86 67.25 67.64 68.03

3.7.1.(a)

Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua 

cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang 

berstatus kawin.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 65.29 64.51 64.11 63.72 63.33 62.94 62.55

3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 

cara modern.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 20.72 26.84 29.89 32.95 36.01 39.07 42.13

3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age 

Specific Fertility Rate/ASFR).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Angka 36 41.18 43.78 46.37 48.96 51.55 54.14

3.7.2.(a)

Total Fertility Rate (TFR).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 2.43 2.28 2.20 2.13 2.05 1.98 1.90

3.8.1.(a)

Unmet need pelayanan kesehatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 14.49 13.42 12.88 12.35 11.81 11.27 10.74

3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dinas Kesehatan Persen 96.5 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Dinas Kesehatan Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Persen 0.057 0.08 0.10 0.11 0.12 0.13 0.15

TUJUAN 4: 

4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 98.37 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 92 93.07 93.60 94.13 94.66 95.20 95.73

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 109.6 110.26 110.59 110.92 111.24 111.57 111.90

4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 105.31 107.29 108.27 109.26 110.25 111.24 112.23

4.2.2.(a)
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 61.46 83.81 94.99 106.17 106.17 106.17 106.17

4.5.1*

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di 

(1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) 

SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar 

(APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 105.31 107.29 108.27 109.26 110.25 111.24 112.23

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 99.23 98.73 98.47 98.22 97.97 97.72 97.47

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 4
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

4.c.1*
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang 

bersertifikat pendidik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persen 65.22 73.70 77.94 82.18 86.42 90.66 94.90

TUJUAN 5: 

5.1.1*

Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung 

pemberdayaan perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan 25.00 67.10 88.15 109.20 130.25 151.30 172.35

5.2.1*

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 

tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) 

oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 46 38.20 34.30 30.40 26.51 22.61 18.71

5.2.1.(a)

Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 0.21 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

5.2.2*

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 

tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain 

pasangan dalam 12 bulan terakhir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 6 4.48 3.72 2.97 2.21 1.45 0.69

5.2.2.(a)

Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang 

mendapat layanan komprehensif. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5.3.1*

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin 

atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan 

sebelum umur 18 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Orang 23 18.64 16.47 14.29 12.11 9.93 7.75

5.3.1.(a)

Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-

49 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 21 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

5.3.1.(b)

Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age 

Specific Fertility Rate/ASFR).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 22 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

5.5.1*

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat 

pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 19 20.44 21.15 21.87 22.59 23.31 24.02

5.5.2*

Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Orang 804 853.85 878.77 903.70 928.62 953.54 978.47

5.6.1*

Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan 

sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan 

layanan kesehatan reproduksi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 41.958 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96 41.96

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 5
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

5.6.1.(a)

Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak 

terpenuhi).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 14.49 15.55 16.08 16.61 17.14 17.67 18.20

5.6.1.(b)

Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) 

tentang metode kontrasepsi modern.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 65.54 66.59 67.11 67.64 68.16 68.69 69.21

5.b.1*
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 77.58 77.89 78.05 78.20 78.36 78.51 78.67

TUJUAN 6: 

6.1.1.(c)
Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air 

minum aman dan berkelanjutan.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perhubungan dan Pertanahan
Persen 76.56 87.70 93.26 98.83 100.00 100.00 100.00

6.2.1.(b)
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan 

sanitasi layak.

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perhubungan dan Pertanahan
Persen 91.07 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6.2.1.(c)
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat (STBM).
Dinas Kesehatan Persen 103 149.40 172.60 195.79 218.99 242.19 265.39

6.2.1.(d)
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop 

Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 
Dinas Kesehatan Desa 26 43.27 51.90 60.54 69.17 77.80 86.44

6.3.2.(b)
Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup
Angka 50 53.57 55.36 57.15 58.94 60.72 62.51

TUJUAN 8: 

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 1.24 2.46 3.07 3.69 4.30 4.91 5.52

8.1.1.(a) PDB per kapita. Dinas Komunikasi dan Informatika Juta 64.33 73.71 78.40 83.08 87.77 92.46 97.15

8.3.1.(c)
Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 

ke layanan keuangan.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan 

Perdagangan
0.2077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.5.2*

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan 

kelompok umur.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persen 4.71 3.60 3.05 2.50 1.95 1.39 0.84

8.9.1*
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Persen 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.26

8.9.1.(a)
Jumlah wisatawan mancanegara.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Orang 1,293                  1,296       1,297       1,298       1,299       1,301       1,302       

8.9.1.(b)
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga orang 517,342              574,641   603,290   631,940   660,589   689,239   717,888   

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 8

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 6
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target Global :  

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

8.9.1.(c)
Jumlah devisa sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Rp 193,950              193,551   193,351   193,152   192,952   192,752   192,553   

TUJUAN 9: 

9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perhubungan dan Pertanahan
Dermaga 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

9.2.1*
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB 

dan per kapita.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Rp        3,724,700.00         4,074,317.67         4,249,126.50         4,423,935.33         4,598,744.17         4,773,553.00         4,948,361.83 

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Rp      22,716,974.40       26,508,633.33       28,404,462.80       30,300,292.27       32,196,121.74       34,091,951.20       35,987,780.67 

9.3.1*
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah 

industri.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Persen 16.4 17.52 18.07 18.63 19.19 19.75 20.30

9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 77.58 77.89 78.05 78.20 78.36 78.51 78.67

9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 77.58 77.89 78.05 78.20 78.36 78.51 78.67

9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 42.31 47.73 50.44 53.15 55.86 58.57 61.28

TUJUAN 10: 

10.1.1* Koefisien Gini. Dinas Sosial Indeks 0.38 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32

10.1.1.(a)
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 

nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Dinas Sosial Persen 8.31 6.12 6.10 6.00 5.80 5.50 5.00

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
Desa 9 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
Desa 5 8.57 10.36 12.14 13.93 15.72 17.50

10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
Persen 0.589859125 0.62 0.64 0.65 0.67 0.68 0.70

10.2.1*
Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median 

pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 
Dinas Sosial Persen 9.89 8.97 8.51 8.05 7.59 7.13 6.67

10.3.1.(d)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu 

berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM 

Internasional.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kebijakan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 9
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Target Global :  

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 10
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

TUJUAN 11: 

11.1.1.(a)
Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian 

yang layak dan terjangkau.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup
Rasio 0.16 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24

11.5.1*
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana 

per 100.000 orang. 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 15 50 20 25 20 20

11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Badan Penanggulangan Bencana Daerah 50 50.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Desa / Kelurahan 62 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

11.5.1.(c)
Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta 

kebencanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rambu 64 64 - 25 25 25 30

11.5.2

Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, 

termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis 

dan gangguan terhadap pelayanan dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persen 50 50 70 80 90 100 100

11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jiwa 500 500 300 700 300 750 500

11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup
Persen 89.03 90.86 91.78 92.69 93.61 94.52 95.44

11.b.2*
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat 

daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

TUJUAN 12: 

12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup
Ton 84.70 134.00 158.66 183.31 207.96 232.61 257.26

TUJUAN 13: 

13.1.1*
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat 

nasional dan daerah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dokumen 1 1 - 1 1 1 1

13.1.2*
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana 

per 100.000 orang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jiwa 6 15 50 20 25 20 20

TUJUAN 14: 

14.4.1*
Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan 

biologis yang aman.
Dinas Perikanan Ton 21680.50 25408.80 27272.95 29137.10 31001.24 32865.39 34729.54

14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi. Dinas Perikanan Nelayan 804 1184.73 1375.09 1565.45 1755.82 1946.18 2136.54

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 12

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 11
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Target Global :  

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target Global :  

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 13
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Target Global :  

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 14
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

TUJUAN 15: 

15.1.1.(a) Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Lingkungan Hidup
Persen 48.99 49.87 50.31 50.75 51.19 51.64 52.08

TUJUAN 16: 

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

DAMKAR
Kasus 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.
Satuan Polisi Pamong Praja dan 

DAMKAR
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.1.3.(a)
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan 

dalam 12 bulan terakhir.

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

DAMKAR
Orang 138 104.28 87.43 70.57 53.71 36.85 20.00

16.1.4*
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area 

tempat tinggalnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan 

DAMKAR
Persen 99.7 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70

16.2.1.(a)

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun 

yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari 

pengasuh dalam setahun terakhir.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Rumah Tangga 2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.2.1.(b)
Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak 

perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 0.21 0.17 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

16.2.3.(a)
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang 

mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Orang 5 3.22 2.33 1.44 0.55 -0.34 0.00

16.6.1*
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang 

disetujui. 

Badan Perencanaan, Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persen 93.92 95.80 96.74 97.68 98.62 99.56 100.00

16.6.1.(a)

Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 

Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

16.6.1.(b) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Persen 16.45 17.14 17.86 18.60 19.38 20.19 21.04

16.7.1.(a)
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 25.71 30.20 32.44 34.69 36.93 39.18 41.42

16.7.1.(b)
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan 

keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana

Persen 7.14 8.51 9.20 9.88 10.57 11.25 11.94

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 16

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 15
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan 

Target Global :  

Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua 

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Kode 

Indikator
Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2020)

Target Pencapaian

16.9.1*
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat 

oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 81 82.30 82.94 83.59 84.24 84.89 85.54

16.9.1.(a)
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% 

berpendapatan bawah.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 85 88.47 90.21 91.94 93.68 95.41 97.15

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persen 72 77.77 80.65 83.53 86.42 89.30 92.18

16.b.1.(a)

Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu 

berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM 

Internasional.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TUJUAN 17: 

17.1.1*
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB 

menurut sumbernya.
Badan Pendapatan Daerah Persen 16.00 20.26 22.39 24.51 26.64 28.77 30.90

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Badan Pendapatan Daerah Persen 0.0109 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah
Persen 0.0109 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02

17.6.2.(b)
Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di 

Perkotaan dan di Perdesaan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 2.6 11.17 15.46 19.74 24.03 28.31 32.60

17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 77.56 77.23 77.06 76.90 76.73 76.56 76.40

17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet. Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 42.31 47.73 50.44 53.15 55.86 58.57 61.28

17.18.1.(b)
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi 

statistik BPS sebagai rujukan utama.
Dinas Komunikasi dan Informatika Persen 86.67 101.51 108.93 116.35 123.77 131.19 138.61

17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
Badan Perencanaan, Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah
Persen 67.66 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00

17.19.2.(b)
Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital 

Statistics Register)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

MATRIKS BAGIAN 1 TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN 17
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Global :  



2021 2022 2023 2024 2025 2026

1.2.2.2

.02

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1.2.2.

2.02.0

2

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Ibu Bersalin

Jumlah ibu bersalin 

yang dilayani 

difasilitas kesehatan 

sesuai standar 

Ibu Bersalin 7,138 7,208 7,278 7,348 7,418 7,418 1,796,448,034.00
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1.2.2.

2.02.0

4

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Balita

Jumlah balita yang 

mendapat pelayanan 

kesehatan balita 

lengkap sesuai 

standar

Balita 29,407 32,407 35,407 35,507 35,651 35,651 5,229,286,406.00 APBD
Dinas 

Kesehatan

2.14.0

3.2.03

.01.

Pengendalian 

Pendistribusian Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB Ke 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Jumlah Jenis Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

Didistribusikan

Jenis 5 5 5 5 5 5 681,787,500.00 APBD

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan 

TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

1.4.1(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

1.4.1(b)Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan
Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.4.1(c) Prevalensi penggunanaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026
.

NOMOR      : 122 TAHUN 2021   

TANGGAL   :   29 NOVEMBER 2021

TENTANG   :  

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.02.

Peningkatan 

Kompetensi 

Pengelola dan 

Petugas Logistik 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

Jumlah Pengelola dan 

Petugas Logistik Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

serta Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

Orang 27 27 27 27 27 135 175,705,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.03.

Peningkatan 

Kesertaan 

Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Jumlah akseptor KB 

yang mendapatkan 

pelayanan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Orang 420 420 420 420 420 2,100 491,600,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.04.

Penyediaan 

Dukungan Ayoman 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP

Jumlah Peserta KB 

yang mengalami 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP 

yang mendapatkan 

pertolongan  

Orang 140 140 140 140 140 700 363,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.05.

Penyusunan Rencana 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

(Alokon) dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah dokumen 

rencana kebutuhan 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi (Alokon) 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Rencana 1 1 1 1 1 5 68,176,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.06.

Penyediaan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah sarana 

penunjang Pelayanan 

KB

Jenis 3 3 3 3 3 3 9,925,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.07.

Pembinaan Pasca 

Pelayanan Bagi 

Peserta KB

Jumlah Peserta KB 

yang mendapatkan 

pembinaan Pasca 

Pelayanan

Orang 280 280 280 280 280 1,400 366,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.08.

Pembinaan 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

pembinaan pelayanan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi

Faskes & 

Jejaring
25 25 25 25 25 125 893,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.09.

Promosi dan 

Konseling Kesehatan 

Reproduksi, Serta 

Hak-Hak Reproduksi 

di Fasilitas 

Kesehatan dan 

Kelompok Kegiatan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

promisi dan 

konseling Kesehatan 

Reproduksi

Faskes & Klp 

Keg
25 25 25 25 25 125 923,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.10.

Peningkatan 

Kompetensi Tenaga 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi

Jumlah PLKB/PKB 

yang mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

Orang 136 136 134 134 134 134 285,766,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.11.

Dukungan 

Operasional 

Pelayanan KB 

Bergerak

Jumlah PUS yang 

mendapatkan 

Pelayanan KB 

Orang 2,015 280 240 240 240 3,015 700,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.12.

Promosi dan 

Konseling KB Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran

Jumlah PUS Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran yang 

mendapatkan 

konseling KB

Orang 350 350 350 350 350 1,750 442,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.13.

Peningkatan 

Kesertaan KB Pria

Jumlah Kesertaan 

KB Pria
Orang 20 20 20 20 20 100 811,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1.3.1(c)Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Pemberian Pelayanan 

Reunifikasi Keluarga

Persentase  PMKS  

yang mendapatakan 

layanan Reunifikasi

orang 5 10 15 20 25 75 298,800,000.00 APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Rehabilitasi 

Tuna Sosial dan 

Korban 

Perdagangan 

Orang 

 Pemberian 

Bimbingan Fisik, 

Mental, Spiritual, 

dan Sosial 

(Peringatan Hari 

Disabilitas 

Internasional )

Jumlah PMKS yang 

tertangani
orang 100 100 100 100 100 500

165,800,000.00

APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Rehabilitasi 

Sosial 

Penyandang 

Disabilitas dan 

Lanjut Usia

Pemberian 

Bimbingan Sosial 

kepada Keluarga 

Penyandang 

Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, 

Lanjut Usia 

Terlantar, serta 

Gelandangan 

Pengemis dan 

Masyarakat

Jumlah Peserta  yang 

Menerima 

Bimbingan Sosial  

dan Sosialisasi 

Bantuan Hukum

orang 100 100 100 100 100 500

95,200,000.00

APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Rehabilitasi 

Sosial dan 

Anak

Penyediaan 

Permakanan

Persentase PMKS  

yang mendapatkan 

Bantuan Makanan

orang 50 50 50 50 200

260,000,000.00

APBD Dinas Sosial

Penyediaan Sandang

Persentase PMKS  

yang mendapatkan 

Bantuan Sandang

orang 100 100 100 100 400

420,000,000.00

APBD Dinas Sosial

 Penyediaan Alat 

Bantu

Jumlah Penyandang 

Disabilitas yang 

mendapatkan Alat 

Bantu 

orang 50 50 50 50 200 900,000,000.00 APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Rehabilitasi 

Sosial 

Penyandang 

Disabilitas dan 

Lanjut Usia

Pemberian Akses Ke 

Layanan Pendidikan 

dan Kesehatan Dasar

Jumlah PMKS yang 

menerima akses 

pelayanan dasar 

pendidikan dan 

kesehatan 

orang 100 10 100 100 310 900,000,000.00 Dinas Sosial

Rehabilitasi Sosial 

Dasar Penyandang 

Disabilitas 

Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta 

Gelandangan 

,Pengemis di Luar 

Panti Sosial



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.06.0

5.2.02

.01

 Pendataan Fakir 

Miskin Cakupan 

Daerah 

Kabupaten/Kota ( 

Pengelolaan SLRT )

Jumlah Kepala 

Keluarga yang 

Terdata

Rumah 

Tangga
   40,000     40,000      40,000    40,000   40,000   40,000 2,213,745,000.00 DINSOS Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Jaminan Sosial, 

Penyuluhan dan 

Pengelolaan 

Data

1.06.0

5.2.02

.02

 Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

(Pengelolaan PKH) 

Jumlah Keluarga 

Miskin yang 

Mendapatkan 

Bantuan PKH

KPM    14,000     14,000      14,000    14,000   14,000   14,000 2,126,350,000.00 DINSOS Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Jaminan Sosial, 

Penyuluhan dan 

Pengelolaan 

Data

1.06.0

5.2.02

.03

Fasilitasi Bantuan 

Sosial Kesejahteraan 

Keluarga

Jumlah Keluarga 

Penerima Manfaat
KK 100 100 100 100 100 1,000,000,000.00 DINSOS Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Jaminan Sosial, 

Penyuluhan dan 

Pengelolaan 

Data

1.06.0

5.2.02

.04

Fasilitasi    Bantuan    

Pengembangan    

Ekonomi Masyarakat

Jumlah KUBE ( 

Kelompok Usaha 

Bersama) yang 

Menerima Bantuan 

Sosial UEP ( Usaha 

Ekonomi Produktif )

KUBE 2 3 3 5 5 900,000,000.00 DINSOS Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Jaminan Sosial, 

Penyuluhan dan 

Pengelolaan 

Data

 Penyediaan Sandang

Jumlah PMKS yang 

terpenuhi Kebutuhan 

Dasarnya

paket 100 100 100 100 100 100 290,600,000.00 APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Perlindungan 

Sosial 

1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat program keluarga Harapan

1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan

Perlindungan  Sosial  

Korban  Bencana  

Alam  dan Sosial 

Kabupaten/Kota

1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial

1.5.1(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)

1.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1.06.0

5.2.02

Pengelolaan Data 

Fakir Miskin 

Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Penyediaan Makanan
 Jumlah Bantuan 

Makanan
Paket 100 100 100 100 100 1,000,000,000.00 APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Perlindungan 

Sosial 

Pelayanan Dukungan 

Psikososial

Jumlah Korban 

Bencana Alam dan 

Sosial  yang 

Mendapatkan 

Dukungan 

Psikososial

KK 50 50 50 50 900,000,000.00 APBD Dinas Sosial

Sub. Bag. 

Perlindungan 

Sosial 

1.03.0

3.2.01

.01

Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Jumlah Dokumen 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Dokumen
1 

Dokumen

1 

Dokumen

1 

Dokume

n

1,200,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.03

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter
2,400,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.04

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

2500 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter
9,750,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.05

Peningkatan SPAM  

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

2750 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter
10,905,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.06

Peningkatan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Sambungan Rumah 

(SR)
SR 25 SR 200 SR 250 SR 200 SR 250 SR 250 SR 33,725,248,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.17

Pembangunan Baru 

SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Jumlah Bak 

Hydran/Penampung 

Air

Unit 18 Unit 16 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 8,210,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

Perlindungan  Sosial  

Korban  Bencana  

Alam  dan Sosial 

Kabupaten/Kota

1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1.03.0

3.2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

di Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.03.0

3.2.01

.19

Perluasan  SPAM  

Jaringan  Perpipaan  

di  Kawasan 

Perdesaan

Panjang Jaringan 

Perpipaan
Meter 25 Meter 100 Meter 100 Meter

100 

Meter

100 

Meter

100 

Meter
10,435,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

5.2.01

.01

Penyusunan 

Rencana,  Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Rencana,  

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Dokumen
1 

Dokumen

1 

Dokume

n

600,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

5.2.01

.06

Pembangunan/Penye

diaan Sub Sistem 

Pengolahan Setempat 

Jumlah MCK Yang 

Dibangun
Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 26,760,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

5.2.01

.07

Pembinaan Teknik 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

Jumlah SDM Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
20 

Orang
250,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

5.2.01

.08

Sosialisasi dan 

pemberdayaan 

masyarakat terkait 

Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

Jumlah SDM Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang
20 

Orang
150,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

5.2.01

.12

Pembangunan/Penye

diaan  Sistem  

Pengelolaan  Air 

Limbah Terpusat 

Skala Permukiman

Jumlah IPAL 

Kombinasi MCK
Unit 2 Unit 5 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 16,939,224,550.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

di Daerah 

Kabupaten/Kota

1.5.3* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

1.05.03. Program Penanggulangan Bencana

1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

1.03.0

5.2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1.5.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.05.0

3.2.01.

Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana

1.05.0

3.2.01

.02

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) 

Jumlah Penduduk di 

kawasan rawan 

bencana yang 

memperoleh 

informasi rawan 

bencana sesuai jenis 

ancaman bencanaan 

Daerah 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 104,400,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen 

atas Pelaporan 

Peristiwa Penting

Jumlah Pencatatan,    

Penatausahaan    dan    

Penerbitan

Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting

Dokumen/har

i

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokume

n/hari

300 415,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Peningkatan dalam 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil

Jumlah Dokumen 

layanan Peningkatan 

dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Dokumen/har

i

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokume

n/hari

35 2,536,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Jumlha laporan 

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Laporan
2 

Laporan
2 Laporan 2 Laporan

2 

Laporan

2 

Laporan
25 377,000,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Dokumen
2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokume

n

2 

Dokume

n

252,400,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan 

Pencatatan Sipil



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Jumlah Jenis 

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Dokumen 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 jenis 274,600,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

1.01.0

2.2.01

.01

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Unit Sekolah 

Baru yang disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5 25,000,000.00 APBD Kab. Maros

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.02

Penambahan Ruang 

Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Baru yang disediakan
Unit 10 10 15 15 15 65 16,250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.03

Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/ TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

disediakan

Unit 2 5 5 10 10 32 8,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.04

Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

yang disediakan
Unit 5 5 10 10 10 50 4,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.05

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Perpustakaan 

Sekolah yang yang 

terbangun

Unit 2 5 5 10 10 32 6,400,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.06

Pembangunan 

sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas sekolah yang 

disediakan

Unit 25 25 25 25 25 125 17,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat

1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat

1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.07

Pembangunan 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/ 

Penjaga Sekolah 

yang disediakan

Unit 5 5 10 10 10 40 14,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.08

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Kelas

Jumlah Ruang Kelas 

yang direhabilitasi
Ruang 150 150 200 200 100 800 155,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.09

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

direhabilitasi

Ruang 2 10 10 12 12 46 4,600,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.10

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah 

yang direhabilitasi

Ruang 2 5 5 10 10 32 4,800,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.11

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Ruang 12 12 15 15 15 69 9,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.12

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 6 10 15 15 15 61 610,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.13

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah 

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 2 2 5 5 5 19 2,850,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.14

Pengadaan Mebel 

Sekolah

Jumlah Meubelair 

Sekolah yang 

disediakan

Ruang 20 20 30 30 30 100 80,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.15

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

Sekolah

Jumlah Alat Rumah 

Tangga Sekolah yang 

disediakan

Unit 2 2 4 4 6 18 450,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.16

Pengadaan 

Perlengkapan 

Sekolah

Jumlah Perlengkapan 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 15000 15000 15000 15000 15000 75000 7,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.17

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan 

Siswa yang 

disediakan

Paket 15000 15000 15000 15000 15000 75000 18,750,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.21

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar

Jumlah Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar 

yang disediakan

Siswa 30000 30000 30000 30000 30000 150000 75,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.22

Penyediaan Alat 

Praktek dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktek 

dan Peraga Siswa 

yang disediakan

Paket 10 10 15 15 15 65 19,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.23

Penyelenggaraan 

Proses Belajar dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Siswa SD 

yang mengikuti 

Proses Belajar dan 

Ujian 

Siswa 39830 39830 39830 39830 39830 199150 12,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.24

Penyiapan dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5 225,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.01

.25

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas 

Siswa

Jumlah Siswa SD 

yang mengikuti 

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas

Siswa 150 150 150 150 150 750 1,750,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.26

Penyediaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikaan 

Sekolah dasar yang 

disediakan

Dokumen 1 1 1 1 1 5 2,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Peningkatan 

SDM

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.27

Pengembangan Karir 

Tenaga Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Orang 232 232 232 232 232 1160 7,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Peningkatan 

SDM

1.01.0

2.2.01

.28

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah yang 

mendapatkan 

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Lembaga 150 150 150 150 150 150 150,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.01

.29

Pengelolaan Dana 

Bos Sekolah Dasar

Jumlah Siswa yang 

mndapatkan Dana 

BOS

Siswa 39830 39830 39830 39830 39830 199150 179,235,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.30

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah Dasar

Jumlah Laporan 

Monev Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah 

Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5 750,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.02

.01

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Unit Sekolah 

Baru yang disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5 25,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.02

Penambahan Ruang 

Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Baru yang disediakan
Ruang 6 6 10 10 10 42 10,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.03

Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

disediakan

Ruang 2 5 5 5 5 22 5,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.04

Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

yang disediakan
Ruang 5 5 5 5 5 25 6,250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.05

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Perpustakaan 

Sekolah yang yang 

terbangun

Ruang 5 5 5 5 5 25 6,250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.06

Pembangunan 

Laboratorium  

Jumlah Laboratorium 

Sekolah yang 

disediakan

Ruang 5 5 5 5 5 25 6,250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.07

Pembangunan Ruang 

Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba 

Guna/Aula yang 

disediakan

Unit 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.08

Pembangunan 

Asrama

Jumlah Asrama yang 

disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5 12,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.09

Pembangunan 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah yang 

disediakan

Unit 5 5 5 5 5 25 6,250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.10

Pembangunan 

Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas 

Parkir yang 

disediakan

Paket 5 5 5 5 5 25 5,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.11

Pembangunan Kantin 

Sekolah

Jumlah Kantin 

Sekolah yang 

disediakan

Unit 2 2 2 2 2 10 1,500,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.12

Pembangunan 

sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas sekolah yang 

disediakan

Paket 20 20 20 20 20 100

20,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.13

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung Sekolah

Jumlah Gedung 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 2 5 5 5 5 22

4,400,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.14

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Kelas

Jumlah Ruang Kelas 

yang direhabilitasi
Ruang 18 20 20 20 20 58

19,600,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.15

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Guru

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

direhabilitasi

Unit 1 2 2 5 5 15

4,470,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.16

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Unit 

Kesehatan Sekolah 

yang direhabilitasi

Unit 1 3 5 5 5 18

1,900,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.17

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Ruang 1 2 2 5 5 15

3,750,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.18

Rehabillitasi 

Sedang/Berat 

Laboratorium

Jumlah Laboratorium 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 5 5 5 5 5 25

7,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.19

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Serba Guna/aula 

Jumlah Ruang Serba 

Guna/aula yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.20

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Asrama

JumlahAsrama yang 

direhabilitasi
Unit 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.21

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Ruang Serba 

Guna/aula yang 

direhabilitasi

Unit 2 2 2 2 2 10

2,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.22

Rehabillitasi 

Sedang/Berat 

Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas 

Parkir yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

1,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.23

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Kantin 

Sekolah

Jumlah Kantin 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

1,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.24

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yang 

direhabilitasi

Paket 3 5 5 5 5 23

3,450,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.25

Pengadaan Mebel 

Sekolah

Jumlah Meubelair 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 30 30 30 30 30 150

15,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.26

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

Sekolah

Jumlah Alat Rumah 

Tangga Sekolah yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.27

Pengadaan 

Perlengkapan 

Sekolah

Jumlah Perlengkapan 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.28

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan 

Siswa yang 

disediakan

Siswa 16000 16000 16000 16000 16000 80000

20,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.32

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah 

Menegah Pertama

Jumlah Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah 

Menengah Pertama 

yang disediakan

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

40,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.33

Perlengkapan Dasar 

Buku Teks Peserta 

Didik

Jumlah Perlengkapan 

Dasar Buku Teks 

yang disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.34

Perlengkapan Belajar 

Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan 

Belajar yang 

disediakan

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

8,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.35

Pengadaan Alat 

Praktek dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktik 

dan Peraga Siswa 

yang disediakan

Paket 2 10 10 10 10 42

12,600,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.36

Penyelenggaraan 

Proses Belajar dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Siswa SMP 

yang mengikuti 

Proses Belajar dan 

Ujian 

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

8,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.37

Penyiapan dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5

225,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.02

.38

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas 

Siswa

Jumlah Siswa SMP 

yang mengikuti 

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas

Siswa 150 150 150 150 150 750

2,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.39

Penyediaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama yang 

disediakan

Dokumen 1 1 1 1 1 5

500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penguatan Riset 

dan 

Pengembangan 

Teknologi

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.40

Pengembangan Karir 

Tenaga Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Unit 50 50 50 50 50 250

1,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penguatan Riset 

dan 

Pengembangan 

Teknologi

1.01.0

2.2.02

.41

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Siswa yang 

mendapatkan dana 

BOS

Siswa 16000 16000 16000 16000 16000 80000

96,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.42

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan 

Dana BOS

Laporan 1 1 1 1 1 5

500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

5.01.0

2.2.03

.01

Analisis Kondisi 

Daerah, 

Permasalahan dan 

Isu Strategis 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Data Dan Informasi 

Hasil Pengelolaan 

Data Dan Hasil 

Analisis Kondisi 

Daerah, 

Permasalahan, Dan 

Isu Strategis 

Pembangunan 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 114,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.02

Kooordinasi 

Penelaah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

Dokumen Kebijakan 

Lainnya

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 102,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.0

2.2.03

Pengendalian, 

Evaluasi & 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

5.01.0

2.2.03

.03

Pelaksanaan 

Konsultasi Publik

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.04

Koordinasi 

Pelaksanaan Forum 

SKPD/Lintas SKPD

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.05

Pelaksanaan 

Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 480,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.06

Penyiapan Bahan 

Koordinasi 

Musrenbang 

Kecamatan

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.07

Koordinasi 

Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Kab/Kota

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 1,940,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

2.2.2*Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

2.2.2(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil

2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN 

5.01.0

2.2.03

Pengendalian, 

Evaluasi & 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

TUJUAN 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

2.2.1*Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

2.2.1(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.15

Jumlah Balita 

Wasting ( gizi kurang 

dan gizi buruk ) 

tertangani

Balita 3,809 3,804 3,799 3,794 3,789 3,789 APBD
Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.15

Jumlah Balita 

stunting  (pendek dan 

sangat pendek ) yang 

tertangani

Balita 3,809 3,804 3,799 3,794 3,789 3,789
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.15

Jumlah Balita 

stunting  (pendek dan 

sangat pendek ) yang 

tertangani

Balita 3,809 3,804 3,799 3,794 3,789 3,789
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.15

INDIKATOR SUB 

KEGIATAN
Balita 5,225 5,216 5,207 5,198 5,189 5,189

APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.15

Jumlah ibu hamil 

anemia yang dilayani
Bumil 2,068 2,047 2,027 2,007 1,987 1,987

APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.15

Jumlah bayi usia < 6 

bln mendapat ASI 

Eksklusif

Bayi 5,793 5,822 5,851 5,880 5,909 5,909
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

2.09.0

4.2.01.

Penyusunan Peta 

Kerentanan dan 

Ketahanan Pangan 

Kecamatan

2.09.0

4.2.01

.01

Penyusunan, 

Pemutakhiran dan 

Analisis Peta 

Ketahanan dan 

Kerentangan Pangan

Jumlah dokumen 

daerah rawan pangan 

dalam bentuk peta  

Dokumen 1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen1 Dokumen 113,610,000.00
APBN / 

APBD

Dinas 

Pertanian dan 

Ketahanan 

Pangan

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

1,796,448,034.00

3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)

3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

3.1.2(a)Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

3.2.1*Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup

2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)

2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari

2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan

TUJUAN 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.01

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil 

yang dilayani sampai 

K4 sesuai standar

Bumil 7,235 7,308 7,381 7,418 7,491 7,491 5,634,224,740.00
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.02

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Ibu Bersalin

Jumlah ibu bersalin 

yang dilayani 

difasilitas kesehatan 

sesuai standar 

Bulin 7,138 7,208 7,278 7,348 7,418 7,418 6,079,555,124.00
APBN / 

APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.03

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Bayi Baru Lahir

Jumlah bayi baru 

lahir yang dilayani 

sampai KN Lengkap 

sesuai standar

BBL 7,132 7,202 7,272 7,342 7,412 7,412 611,346,988.00
Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

Kesmas

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.12

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang dengan Risiko 

Terinfeksi HIV

Jumlah orang dengan 

risiko terinfeksi HIV 

yang mendapatkan 

pelayanan kesehatan 

sesuai SOP

Orang 9,771 9,790 9,810 9,830 9,850 9,870 1,810,041,925.00 APBD
Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

P2P

3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

3.3.4.(b) Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B

3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)

3.3.5.(a) Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.

3.3.5.(b) Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)

3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun

3.3.3.(a) Jumlah kecamatan  yang mencapai eliminasi malaria.

3.2.2(b)Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa

3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk

3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi

3.b.1(a)Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

3.c.1*Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.

3.4.2.(a) Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.11

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Orang Terduga 

Tuberkulosis

Jumlah Penemuan 

dan Pengobatan TBC
Orang 4,984 5,000 5,020 5,040 5,060 7,463 2,181,452,056.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

P2P

1.2.2.2

.02

1.02.0

2.2.02

.08

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Penderita Hipertensi

Jumlah penderita 

Hipertensi yang 

mendapat pelayanan 

sesuai standart

penduduk 

usia > 15
4,571 4,594 4,616 4,639 4,662 4,684 688,656,000.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

Dinkes Bidang 

P2P

1.02.0

2.2.01

1.02.0

2.2.01

.16

Pengadaan Obat, 

Vaksin

JUMLAH JENIS 

OBAT DAN 

VAKSIN YANG 

TERSEDIA UNTUK 

PELAYANAN 

KESEHATAN 

DASAR DI 

PUSKESMAS

Jenis Obat 

dan Vaksin
104 145 150 155 155 155 13,184,280,825.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah bayi 0-11 

bulan yang 

mendapatkan 

imunisasi dasar 

lengkap anak usia 0-

11 bulan bayi 0-11 bulan

5,560 5,837 6,333 6,649 7,132 7,132

APBD

Dinas 

Kesehatan Seksi 

Surveilans dan 

Imunisasi

Jumlah anak usia 18-

24 bulan yang 

mendapat imunisasi 

lanjutan campak 

rubella anak 18-24 bulan

5,114 5,370 5,880 6,173 6,659 5,817

APBD

Dinas 

Kesehatan
Seksi 

Surveilans dan 

Imunisasi

Jumlah Puskesmas 

yang disupervisi 

suportif Puskesmas

14 14 14 14 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang dilakukan 

pendampingan BLF Puskesmas

3 2 2 2 2 2

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah Puskesmas 

yang dilakukan 

penilaian EVM 

(Effective Vaccine 

Management) Puskesmas

14 14 14 14 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

02.02.

2.02

02.02.

2.02.2

5

Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

11,817,519,000.00



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Jumlah Puskesmas 

yang dilakukan 

penilaian RCA 

(Rapid Convinience 

Assesment) Puskesmas

14 14 14 14 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah kecamatan 

yang mencapai API < 

1 / 1000 penduduk puskesmas

100 14 14 14 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang dapat berfungsi 

sebagai Rabies 

Center puskesmas

5 7 10 12 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah penemuan 

dan penanganan 

penderita DBD orang

362 350 320 300 280 280

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang melaksanakan 

pemantauan vector puskesmas

6 8 10 12 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah penderita 

yang diberikan 

tatalaksana 

pneumonia sesuai 

standar orang

200 200 250 250 275 275

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang mengaktifkan 

Layanan Rehidrasi 

Oral Aktif (LROA) layanan

6 8 10 12 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang melaksanakan 

penemuan aktif 

pasien kusta di 

wilayah kerjanya puskesmas

10 11 12 13 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang melaksanakan 

deteksi dini Hepatitis 

B dan C pada 

populasi berisiko puskesmas

14 14 14 14 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

02.02.

2.02

02.02.

2.02.2

5

Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

11,817,519,000.00

1,969,586,500.00



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Jumlah puskesmas 

yang melaksanakan 

pemantauan bayi usia 

9-12 bulan dari ibu 

dengan Hbs-Ag 

positif puskesmas

5 7 9 12 14 14

APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah Puskesmas 

Yang melaksanakan 

Pelayanan Terpadu 

(PANDU) PTM Puskesmas

14 14 14 14 14 14

1,008,000,000.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah 

Desa/Kelurahan yang 

mengimplementasika

n KTR Desa/Kelurahan

2 4 6 8 10 2

372,000,000.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

Jumlah screening 

perokok usia Remaja

remaja usia 

10 - 18 thn
4,030 4,397 4,763 5,129 5,496 5,862 570,682,000.00

APBD

Dinas 

Kesehatan

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.28

Pengambilan dan 

Pengiriman 

Spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke 

Laboratorium 

Rujukan/Nasional

Jumlah pengambilan 

dan pengiriman 

spesimen Penyakit 

Potensial KLB ke 

Laboratorium 

Rujukan/Nasional

spesimen 670 335 167 83 42 42 691,860,000.00 APBD
Dinas 

Kesehatan

Seksi 

Surveilans dan 

Imunisasi

Jumlah ibu hamil 

anemia yang dilayani
Bumil 2,068 2,047 2,027 2,007 1,987 1,987

Dinas 

Kesehatan

Jumlah ibu hamil 

KEK yang dilayani
Bumil 1,281 1,262 1,243 1,224 1,211 1,211

Dinas 

Kesehatan

Jumlah ibu hamil 

yang mendapatkan 

Tablet Tambah 

Darah minimal 90 

tablet masa 

kehamilan

bumil 7,182 7,202 7,222 7,242 7,262 7,262
Dinas 

Kesehatan

Jumlah ibu hamil 

KEK yang 

mendapatkan 

makanan tambahan

Bumil 1,275 1,257 1,239 1,221 1,209 1,209
Dinas 

Kesehatan

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.15

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

1,796,448,034.00 APBD

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

02.02.

2.02

02.02.

2.02.2

5

Pelayanan Kesehatan 

Penyakit Menular 

dan Tidak Menular

1,969,586,500.00



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Jumlah ibu nifas 

yang mendapatkan 

kapsul vitamin A

bufas 7,068 7,068 7,068 7,068 7,068 7,068
Dinas 

Kesehatan

Jumlah bayi dengan 

BBLR (BB < 2500 

gr ) yang dilayani

bbl 275 268 261 254 247 247
Dinas 

Kesehatan

Jumlah bayi baru 

lahir mendapat 

mendapat Inisiasi 

Menyusu Dini (IMD)

bbl 6,145 6,175 6,205 6,225 6,255 6,255
Dinas 

Kesehatan

Jumlah bayi usia < 6 

bln mendapat ASI 

Eksklusif

bayi 5,793 5,822 5,851 5,880 60 5,909
Dinas 

Kesehatan

Jumlah bayi usia 6 

bulan mendapat ASI 

Eksklusif

bayi 4,638 4,661 4,684 4,707 4,730 4,730
Dinas 

Kesehatan

Jumlah balita 6-59 

bln mendapat kapsul 

vitamin A

balita 30,494 30,570 30,646 30,722 30,798 30,798
Dinas 

Kesehatan

Jumlah balita Gizi 

Kurang mendapat 

makanan tambahan

balita gizi kurang 1,160 1,158 1,156 1,154 1,152 1,152
Dinas 

Kesehatan

Jumlah kasus balita 

gizi buruk mendapat 

perawatan

balita  gizi buruk 9 8 7 6 5 5
Dinas 

Kesehatan

Jumlah balita yang 

ditimbang BB nya 

(D/S)

balita 20,248 21,260 22,323 23,439 24,610 24,610
Dinas 

Kesehatan

Jumlah balita 

memiliki buku 

kesehatan ibu dan 

anak (KIA), Kartu 

menuju sehat

balita 31,777 31,808 31,839 31,870 31,901 31,901
Dinas 

Kesehatan

Jumlah balita 

ditimbang yang naik 

berat badannya ( N/D 

)

balita 12,649 12,712 12,775 12,838 12,901 12,901
Dinas 

Kesehatan

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.15

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

1,796,448,034.00 APBD

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Jumlah Balita BB 

Kurang  (BB kurang 

dan sangat kurang ) 

yang tertangani

balita 2,487 2,483 2,479 2,475 2,471 2,471
Dinas 

Kesehatan

Jumlah Balita 

stunting  (pendek dan 

sangat pendek ) yang 

tertangani

balita 3,809 3,804 3,799 3,794 3,789 3,789
Dinas 

Kesehatan

Jumlah Balita 

Wasting ( gizi kurang 

dan gizi buruk ) 

tertangani

balita 1,416 1,412 1,408 1,404 1,400 1,400
Dinas 

Kesehatan

Jumlah remaja yang 

mendapat tablet 

tambah darah (TTD)

remaja 9,770 9,965 10,164 10,367 10,574 10,574
Dinas 

Kesehatan

Jumlah RT 

mengkonsumsi garam 

beryodium

RT 1,583 1,585 1,587 1,589 1,591 1,591
Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang melaksanakan 

surveilans gizi

Puskesmas 14 14 14 14 14 14
Dinas 

Kesehatan

Jumlah puskesmas 

yang mampu tata 

laksana gizi buruk

Puskesmas 14 14 14 14 14 14
Dinas 

Kesehatan

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.22

Pengelolaan   

Pelayanan   

Kesehatan   Jiwa   

dan

NAPZA

Jumlah 

Penyalahgunaan 

Napza yang 

mendapat pelayanan 

rehabilitasi medis

Penyalahguna 

Napza
59 59 59 59 59 59 88,500,000.00 APBD

Dinas 

Kesehatan

1.02.0

5.2.02

Pelaksanaan Sehat 

dalam rangka 

Promotif Preventif 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1.02.0

5.2.02

.01

Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan 

dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

Jumlah Promosi 

Kesehatan dan 

Gerakan Hidup 

Bersih dan sehat 

yang terlaksana

Sekolah 240 288 336 384 480 480 4,017,262,761.98 APBD
Dinas 

Kesehatan

1.02.0

2.2.02

1.02.0

2.2.02

.15

Pengelolaan 

Pelayanan Kesehatan 

Gizi Masyarakat

1,796,448,034.00 APBD

3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun

Penyediaan Layanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Rujukan Tingkat 

Daerah 

Kabupaten/Kota

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.01.

Pengendalian 

Pendistribusian Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB Ke 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Jumlah Jenis Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

Didistribusikan

5 5 5 5 5 5 681,787,500.00 APBD

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.02.

Peningkatan 

Kompetensi 

Pengelola dan 

Petugas Logistik 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

Jumlah Pengelola dan 

Petugas Logistik Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

serta Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

27 27 27 27 27 135 175,705,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.03.

Peningkatan 

Kesertaan 

Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Jumlah akseptor KB 

yang mendapatkan 

pelayanan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

420 420 420 420 420 2,100 491,600,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.04.

Penyediaan 

Dukungan Ayoman 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP

Jumlah Peserta KB 

yang mengalami 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP 

yang mendapatkan 

pertolongan  

140 140 140 140 140 700 363,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.05.

Penyusunan Rencana 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

(Alokon) dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah dokumen 

rencana kebutuhan 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi (Alokon) 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

1 1 1 1 1 5 68,176,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.06.

Penyediaan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah sarana 

penunjang Pelayanan 

KB

3 3 3 3 3 3 9,925,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.07.

Pembinaan Pasca 

Pelayanan Bagi 

Peserta KB

Jumlah Peserta KB 

yang mendapatkan 

pembinaan Pasca 

Pelayanan

280 280 280 280 280 1,400 366,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.08.

Pembinaan 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

pembinaan pelayanan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi

25 25 25 25 25 125 893,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.09.

Promosi dan 

Konseling Kesehatan 

Reproduksi, Serta 

Hak-Hak Reproduksi 

di Fasilitas 

Kesehatan dan 

Kelompok Kegiatan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

promisi dan 

konseling Kesehatan 

Reproduksi

25 25 25 25 25 125 923,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.10.

Peningkatan 

Kompetensi Tenaga 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi

Jumlah PLKB/PKB 

yang mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

136 136 134 134 134 134 285,766,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.11.

Dukungan 

Operasional 

Pelayanan KB 

Bergerak

Jumlah PUS yang 

mendapatkan 

Pelayanan KB 

2,015 280 240 240 240 3,015 700,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.12.

Promosi dan 

Konseling KB Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran

Jumlah PUS Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran yang 

mendapatkan 

konseling KB

350 350 350 350 350 1,750 442,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.13.

Peningkatan 

Kesertaan KB Pria

Jumlah Kesertaan 

KB Pria
20 20 20 20 20 100 811,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.01

.01.

Advokasi Program 

KKBPK kepada 

Stakeholders dan 

Mitra Kerja

Jumlah stakeholders 

dan Mitra Kerja yang 

memahami program 

KKBPK

Mitra Kerja 20 20 20 20 20 20 681,787,500.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.02.

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Program KKBPK 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

Jumlah Masyarakat 

yang mendapatkan 

penyuluhan KIE 

sesuai kearifan 

budaya lokal tentang 

program KKBPK

Orang 420 420 420 420 420 2,100 175,705,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.03.

Penyediaan dan 

Distribusi Sarana 

KIE Program 

KKBPK

Jumlah Media KIE 

yang didistribusikan
Unit 3,122 3,122 3,122 3,122 3,122 15,610 491,600,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.04.

Promosi dan KIE 

Program KKBPK 

Melalui Media 

Massa Cetak dan 

Elektronik Serta 

Media Luar Ruang

Jumlah promosi dan 

KIE program 

KKBPK melalui 

media Massa Cetak, 

Media Radio, secara 

langsung

Kali 12 12 12 12 12 12 363,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

2.14.0

3.2.01.

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.01

.05.

Penggunaan Media 

Massa Cetak, 

Elektronik dan 

Media Lainnya 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal Dalam 

Pencitraan Program 

KKBPK

Jumlah media yang 

dipergunakan dalam 

promosi dan KIE 

sesuai kearifan 

budaya lokal dalam 

pencitraan program 

KKBPK

Media 2 2 2 2 2 2 68,176,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.06.

Pelaksanaan 

Mekanisme 

Operasional Program 

KKBPK melalui 

Rapat Koordinasi 

Kecamatan 

(Rakorcam), Rapat 

Koordinasi Desa 

(Rakordes), dan Mini 

Lokakarya Minilok)

Jumlah Mitra Kerja 

yang memahami 

mekanisme 

operasional program 

KKBPK

Mitra Kerja 20 20 20 20 20 20 9,925,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.07.

Pengelolaan 

operasional dan 

sarana di balai 

penyuluhan KKBPK

Jumlah Balai 

Penyuluhan KKBPK 

yang mendapatkan 

dukungan 

operasional dan 

sarana

Balai 

Penyuluhan
14 14 14 14 14 14 366,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01

.08.

Pengendalian 

Program KKBPK

Jumlah Pelaksanaan 

Program KKBPK 

yang di monitoring 

dan evaluasi

Program 14 14 14 14 14 14 893,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang PP

2.14.0

3.2.01.

Pelaksanaan 

Advokasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Pengendalian 

Penduduk dan KB 

Sesuai Kearifan 

Budaya Lokal

TUJUAN 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

4.6.1.(a) Persentase Angka Melek Aksara Penduduk umur ≥15 tahun

4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.04

.01

Pembangunan 

Gedung /Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah 

Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang disediakan

Unit 2 2 2 2 2 10 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.02

Pembangunan Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah Non 

Formal yang 

disediakan

Unit 2 2 2 2 2 10 2,500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.03

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung/Ruang 

Kelas/ Ruang Guru 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah 

Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang direhabilitasi

Unit 2 2 2 2 2 10 2,500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.04

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah Non 

Formal yang 

direhabilitasi

Ruang 2 2 2 2 2 10 470,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.07

Pengadaan Mebel 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraa

n

Jumlah Mebel 

Sekolah Non Formal 

yang disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.08

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraa

n

Jumlah Alat Rumah 

Tangga Sekolah Non 

Formal yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.09

Pengadaan 

Perlengkapan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Perlengkapan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

Pengelolaan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.04

.10

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik  Pendidikan 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Biaya 

Personil Peserta didik 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang disediakan

Orang 1000 1000 1000 1000 1000 5000 10,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

2.2.04

.11

Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga 

Siswa Pendidikan 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Alat Praktek 

dan Peraga Siswa 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 10,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.12

Penyelenggaraan 

Proses Belajar Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Siswa 

Pendidikan Non 

Formal/ Kesetaraan 

yang mengikuti 

Proses Belajar

Orang 1000 1000 1000 1000 1000 5000 3,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

2.2.04

.13

Penyiapan Tindak 

lanjut dan Evaluasi 

Satuan Pendidikan di 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan

Laporan 1 1 1 1 1 5 375,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.14

Penyediaan pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

disediakan bagi 

Satuan Pendidikan 

Non 

Formal/Kesetaraan

Dokumen 1 1 1 1 1 5 500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

2.2.04

.15

Pengembangan Karir 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bagi 

satuan Pendidikan 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Non Formal yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Orang 180 180 180 180 180 900 1,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

2.2.04

Pengelolaan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.04

.16

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah 

Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan 

yang Mengikuti 

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Lembaga 250 250 250 250 250 1250 250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.04

.17

Pengelolaan Dana 

BOP Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Peserta Didik 

Sekolah Non Formal 

yang mendapatkan 

BOP Kesetaraan

Siswa 500 500 500 500 500 2500 3,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

2.2.04

.18

Peningakatan 

Kapasitas 

Pengelolaan Dana 

BOP Sekolah Non 

Formal/Kesetaraan

Jumlah Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi 

Laporan 1 1 1 1 1 5 250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

Pendidikan 

Nonformal

1.01.0

4.2.01

.

Perhitungan dan 

Pemetaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan Satuan 

Pendidikan Dasar, 

PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraa

n

Jumlah Laporan 

Perhitungan dan 

Pemetaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan Dasar, 

PAUD dan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan 

yang disediakan

Laporan 1 1 1 1 1 5 250,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penghargaan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan

1.01.0

4.2.01

.01

Penataan 

Pendistribusian 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraa

n

Jumlah Laporan 

Penataan 

Pendistribusian 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetaraa

n

Laporan 1 1 1 1 1 5 300,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penghargaan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan

4.c.1*Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan

1.01.04 Program  Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1.01.0

4.2.01

Pemerataan 

Kuantitas dan 

Kualitas Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar, PAUD, dan 

Pendidikan 

Nonformal/Kesetara

an

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/sederajat

1.01.0

2.2.04

Pengelolaan 

Pendidikan Non 

Formal/Kesetaraan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.01

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Unit Sekolah 

Baru yang disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5 25,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.02

Penambahan Ruang 

Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Baru yang disediakan
Unit 10 10 15 15 15 65

16,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.03

Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/ TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

disediakan

Unit 2 5 5 10 10 32

8,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.04

Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

yang disediakan
Unit 5 5 10 10 10 50

4,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.05

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Perpustakaan 

Sekolah yang yang 

terbangun

Unit 2 5 5 10 10 32

6,400,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.06

Pembangunan 

sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas sekolah yang 

disediakan

Unit 25 25 25 25 25 125

17,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.07

Pembangunan 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/ 

Penjaga Sekolah 

yang disediakan

Unit 5 5 10 10 10 40

14,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.

4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar

4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.

4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.

4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APM) SMP/MTs/sederajat

4.a.1* Angka Partisipasi Kasar (APM) SD/MI/sederajat

4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) 



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.08

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Kelas

Jumlah Ruang Kelas 

yang direhabilitasi
Ruang 150 150 200 200 100 800

155,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.09

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

direhabilitasi

Ruang 2 10 10 12 12 46

4,600,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.10

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang Unit 

Kesehatan Sekolah 

yang direhabilitasi

Ruang 2 5 5 10 10 32

4,800,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.11

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Ruang 12 12 15 15 15 69

9,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.12

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 6 10 15 15 15 61

610,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.13

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah 

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 2 2 5 5 5 19

2,850,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.14

Pengadaan Mebel 

Sekolah

Jumlah Meubelair 

Sekolah yang 

disediakan

Ruang 20 20 30 30 30 100

80,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.15

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

Sekolah

Jumlah Alat Rumah 

Tangga Sekolah yang 

disediakan

Unit 2 2 4 4 6 18

450,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.16

Pengadaan 

Perlengkapan 

Sekolah

Jumlah Perlengkapan 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 15000 15000 15000 15000 15000 75000

7,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.17

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan 

Siswa yang 

disediakan

Paket 15000 15000 15000 15000 15000 75000

18,750,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.21

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar

Jumlah Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah Dasar 

yang disediakan

Siswa 30000 30000 30000 30000 30000 150000

75,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.22

Penyediaan Alat 

Praktek dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktek 

dan Peraga Siswa 

yang disediakan

Paket 10 10 15 15 15 65

19,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah Dasar

1.01.0

2.2.01

.23

Penyelenggaraan 

Proses Belajar dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Siswa SD 

yang mengikuti 

Proses Belajar dan 

Ujian 

Siswa 39830 39830 39830 39830 39830 199150

12,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.24

Penyiapan dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Jumlah Laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5

225,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.01

.25

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas 

Siswa

Jumlah Siswa SD 

yang mengikuti 

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas

Siswa 150 150 150 150 150 750

1,750,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.26

Penyediaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Dasar

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikaan 

Sekolah dasar yang 

disediakan

Dokumen 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Peningkatan 

SDM

1.01.0

2.2.01

.27

Pengembangan Karir 

Tenaga Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Dasar

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Orang 232 232 232 232 232 1160

7,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Peningkatan 

SDM

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.01

.28

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Jumlah Sekolah yang 

mendapatkan 

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Lembaga 150 150 150 150 150 150

150,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.01

.29

Pengelolaan Dana 

Bos Sekolah Dasar

Jumlah Siswa yang 

mndapatkan Dana 

BOS

Siswa 39830 39830 39830 39830 39830 199150

179,235,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.01

.30

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah Dasar

Jumlah Laporan 

Monev Pengelolaan 

Dana BOS Sekolah 

Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5

750,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SD

1.01.0

2.2.02

.01

Pembangunan Unit 

Sekolah Baru (USB)

Jumlah Unit Sekolah 

Baru yang disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5 25,000,000.00 APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.02

Penambahan Ruang 

Kelas Baru

Jumlah Ruang Kelas 

Baru yang disediakan
Ruang 6 6 10 10 10 42

10,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.03

Pembangunan Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

disediakan

Ruang 2 5 5 5 5 22

5,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.04

Pembangunan Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang UKS 

yang disediakan
Ruang 5 5 5 5 5 25

6,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.05

Pembangunan 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Perpustakaan 

Sekolah yang yang 

terbangun

Ruang 5 5 5 5 5 25

6,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.01 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Dasar

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.06

Pembangunan 

Laboratorium  

Jumlah Laboratorium 

Sekolah yang 

disediakan

Ruang 5 5 5 5 5 25

6,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.07

Pembangunan Ruang 

Serba Guna/Aula

Jumlah Ruang Serba 

Guna/Aula yang 

disediakan

Unit 1 1 1 1 1 5

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.08

Pembangunan 

Asrama

Jumlah Asrama yang 

disediakan
Unit 1 1 1 1 1 5

12,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.09

Pembangunan 

Rumah Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Rumah Dinas 

Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah yang 

disediakan

Unit 5 5 5 5 5 25

6,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.10

Pembangunan 

Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas 

Parkir yang 

disediakan

Paket 5 5 5 5 5 25

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.11

Pembangunan Kantin 

Sekolah

Jumlah Kantin 

Sekolah yang 

disediakan

Unit 2 2 2 2 2 10

1,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.12

Pembangunan 

sarana, Prasarana 

dan Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas sekolah yang 

disediakan

Paket 20 20 20 20 20 100

20,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.13

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung Sekolah

Jumlah Gedung 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 2 5 5 5 5 22

4,400,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.14

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Kelas

Jumlah Ruang Kelas 

yang direhabilitasi
Ruang 18 20 20 20 20 58

19,600,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.15

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Guru

Jumlah Ruang 

Guru/Kepala 

Sekolah/TU yang 

direhabilitasi

Unit 1 2 2 5 5 15

4,470,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.16

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Unit 

Kesehatan Sekolah 

yang direhabilitasi

Unit 1 3 5 5 5 18

1,900,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.17

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah

Jumlah Ruang 

Perpustakaan 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Ruang 1 2 2 5 5 15

3,750,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.18

Rehabillitasi 

Sedang/Berat 

Laboratorium

Jumlah Laboratorium 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 5 5 5 5 5 25

7,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.19

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Ruang 

Serba Guna/aula 

Jumlah Ruang Serba 

Guna/aula yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.20

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Asrama

JumlahAsrama yang 

direhabilitasi
Unit 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.21

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Rumah 

Dinas Kepala 

Sekolah/Guru/Penjag

a Sekolah

Jumlah Ruang Serba 

Guna/aula yang 

direhabilitasi

Unit 2 2 2 2 2 10

2,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.22

Rehabillitasi 

Sedang/Berat 

Fasilitas Parkir

Jumlah Fasilitas 

Parkir yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

1,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.23

Rehabillitasi 

Sedang/Berat Kantin 

Sekolah

Jumlah Kantin 

Sekolah yang 

direhabilitasi

Unit 1 1 1 1 1 5

1,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.24

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah 

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas Sekolah yang 

direhabilitasi

Paket 3 5 5 5 5 23

3,450,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.25

Pengadaan Mebel 

Sekolah

Jumlah Meubelair 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 30 30 30 30 30 150

15,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.26

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

Sekolah

Jumlah Alat Rumah 

Tangga Sekolah yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

2,500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.27

Pengadaan 

Perlengkapan 

Sekolah

Jumlah Perlengkapan 

Sekolah yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.28

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa

Jumlah Perlengkapan 

Siswa yang 

disediakan

Siswa 16000 16000 16000 16000 16000 80000

20,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.32

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah 

Menegah Pertama

Jumlah Biaya 

Personil Peserta 

Didik Sekolah 

Menengah Pertama 

yang disediakan

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

40,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.33

Perlengkapan Dasar 

Buku Teks Peserta 

Didik

Jumlah Perlengkapan 

Dasar Buku Teks 

yang disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5

5,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.34

Perlengkapan Belajar 

Peserta Didik

Jumlah Perlengkapan 

Belajar yang 

disediakan

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

8,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.35

Pengadaan Alat 

Praktek dan Peraga 

Siswa

Jumlah Alat Praktik 

dan Peraga Siswa 

yang disediakan

Paket 2 10 10 10 10 42

12,600,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

Prasarana 

Sekolah 

Menengah 

Pertama

1.01.0

2.2.02

.36

Penyelenggaraan 

Proses Belajar dan 

Ujian Bagi Peserta 

Didik

Jumlah Siswa SMP 

yang mengikuti 

Proses Belajar dan 

Ujian 

Paket 16000 16000 16000 16000 16000 80000

8,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.37

Penyiapan dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5

225,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi SD 

dan SMP

1.01.0

2.2.02

.38

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas 

Siswa

Jumlah Siswa SMP 

yang mengikuti 

Pembinaan Minat 

Bakat dan Kreatifitas

Siswa 150 150 150 150 150 750

2,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.39

Penyediaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama yang 

disediakan

Dokumen 1 1 1 1 1 5

500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penguatan Riset 

dan 

Pengembangan 

Teknologi

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.02

.40

Pengembangan Karir 

Tenaga Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Pertama

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Unit 50 50 50 50 50 250

1,250,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penguatan Riset 

dan 

Pengembangan 

Teknologi

1.01.0

2.2.02

.41

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Siswa yang 

mendapatkan dana 

BOS

Siswa 16000 16000 16000 16000 16000 80000

96,000,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.02

.42

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengelolaan Dana 

BOS Sekolah 

Menengah Pertama

Jumlah Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan 

Dana BOS

Laporan 1 1 1 1 1 5

500,000.00

APBD

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

SMP

1.01.0

2.2.03

.01

Pembangunan 

Gedung /Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

PAUD

Jumlah 

Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

PAUD

Ruang 5 5 5 5 5 25 4,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.02

Pembangunan Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas PAUD

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas PAUD yang 

disediakan

Paket 12 12 12 12 12 60 6,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.03

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Gedung/Ruang 

Kelas/ Ruang Guru 

PAUD

Jumlah 

Gedung/Ruang 

Kelas/Ruang Guru 

PAUD yang 

direhabiltasi

Ruang 6 10 10 10 10 46 5,400,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.04

Rehabilitasi 

Sedang/Berat Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas PAUD

Jumlah Sarana 

Prasarana dan 

Utilitas PAUD yang 

direhabilitasi

Paket 6 10 10 10 10 46 4,600,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.07

Pengadaan Mebel 

PAUD

Jumlah Meubeleur 

PAUD yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.02 

Persentase 

Pengelolaan 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama

1.01.0

2.2.03

Pengelolaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD)



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.03

.08

Pengadaan Alat 

Rumah Tangga 

PAUD

Jumlah Alat Rumah 

Tangga PAUD yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 2,500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.09

Pengadaan 

Perlengkapan PAUD

Jumlah Perlengkapan 

PAUD yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 2,500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.10

Pengadaan 

Perlengkapan Siswa 

PAUD

Jumlah Perlengkapan 

Siswa PAUD yang 

disediakan

Paket 8300 8300 8300 8300 8300 41500 4,150,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

1.01.0

2.2.03

.11

Penyediaan Biaya 

Personil Peserta 

Didik PAUD

Jumlah Biaya 

Personil Peserta 

Didik PAUD yang 

disediakan

Siswa 8300 8300 8300 8300 8300 41500 10,375,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

1.01.0

2.2.03

.12

Pengadaan Alat 

Praktik dan Peraga 

Siswa PAUD

Jumlah Alat Praktik 

dan Peraga Siswa 

PAUD yang 

disediakan

Paket 1 1 1 1 1 5 5,000,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi Sarana 

dan Prasarana 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.13

Penyelenggaraan 

Proses Belajar 

PAUD

Jumlah siswa PAUD 

yang mengikuti 

Proses Belajar

Siswa 8300 8300 8300 8300 8300 41500 17,500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

1.01.0

2.2.03

.14

Penyiapan dan 

Tindak Lanjut 

Evaluasi Satuan 

PAUD

Jumlah Laporan 

Evaluasi Satuan 

Pendidikan Dasar

Laporan 1 1 1 1 1 5 375,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kelembagaan 

dan Pembinaan 

Akreditasi 

PAUD dan PNF

1.01.0

2.2.03

.15

Penyediaan Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan bagi 

Satuan PAUD

Jumlah Dokumen 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan PAUD yang 

disediakan

Dokumen 1 1 1 1 1 5 250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penghargaan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan

1.01.0

2.2.03

Pengelolaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD)



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.01.0

2.2.03

.16

Pembinaan Karir 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Bagi 

Satuan PAUD

Jumlah Tenaga 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan yang 

mengikuti 

Pengembangan Karir

Orang 20 20 20 20 20 100 500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Penghargaan 

Pendidik dan 

Tenaga 

Kependidikan

1.01.0

2.2.03

.17

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen PAUD

Jumlah Sekolah yang 

mendapatkan 

Pembinaan 

Kelembagaan dan 

Manajemen Sekolah

Lembaga 250 250 250 250 250 250 500,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

1.01.0

2.2.03

.18

Pengelolaan Dana 

BOP PAUD

Jumlah Siswa yang 

mendapatkan dana 

BOP PAUD

Siswa 8300 8300 8300 8300 8300 41500 6,250,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

1.01.0

2.2.03

.19

Peningkatan 

Kapasitas  

Pengelolaan Dana 

BOP PAUD

Jumlah Laporan 

Monitoring dan 

Evaluasi Pengelolaan 

Dana BOP PAUD

Laporan 1 1 1 1 1 5 325,000.00

Dinas 

Pendidikan 

Dan 

Kebudayaan

Seksi 

Kurikulum dan 

Peserta Didik 

PAUD 

2.08.0

3.2.01

Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Perempuan Lingkup 

Daerah  

Kabupaten/Kota

2.08.0

3.2.01

.02

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Advokasi 

Kebijakan dan 

Pendampingan 

Layanan 

Perlindungan 

Perempuan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Kasus 7 7 7 7 7 7 141,218,005.00 APBD

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Kasi 

Perlindungan 

Hukum dan 

Hak Perempuan

5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.

5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1.01.0

2.2.03

Pengelolaan 

Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD)

TUJUAN 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.

5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

02.08.

07.2.0

1

Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Anak  yang 

Melibatkan para 

Pihak  Lingkup 

Daerah  

Kabupaten/Kota

02.08.

07.2.0

1.01

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pelaksanaan 

Kebijakan, Program 

dan Kegiatan 

Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pelaksanaan 

Kebijakan, Program 

dan Kegiatan 

Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 91,137,483.00 APBD

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak Kasi 

Perlindungan 

Khusus Anak 

02.08.

04.2.0

1.01

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

untuk Mewujudkan 

KG dan 

Perlindungan Anak 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta  

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

untuk Mewujudkan 

KG dan Perlindungan 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Keluarga 200 200 200 200 200 200 97,208,019.50 APBD

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan dan 

Perlindungan 

Anak

Kepala Seksi 

Ketahanan dan 

Kualitas 

Keluarga

02.08.

04.2.0

1.02

Pengembangan 

Kegiatan Masyarakat 

untuk Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah 

Pengembangan 

Kegiatan Masyarakat 

untuk Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Paket 1 1 1 1 1 1 213,564,243.00 APBD

DINAS 

PEMBERDAY

AAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUN

GAN ANAK

Kepala Seksi 

Ketahanan dan 

Kualitas 

Keluarga

2.16.0

2.2.01

.01

Perumusan  

Kebijakan  Teknis  

Bidang  Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Jumlah Kebijakan 

yang dirumuskan
Dokumen 0 0 2 2 2 6 6,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.

5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

02.08.

04.2.0

1

Peningkatan 

Kualitas Keluarga 

dalam  Mewujudkan 

Kesetaraan Gender  

(KG)  dan Hak Anak  

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.02

Monitoring Opini 

dan Aspirasi Publik

Jumlah Monitoring 

Opini Dan Aspirasi 

Publik

Layanan 0 0 0 1 1 2 100,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.03

Monitoring   

Informasi   dan   

Penetapan   Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan 

informasi Daerah 

yang dimonitoring 

Tahun 0 0 0 1 1 2 10,000.00
Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.04

Pengelolaan   Konten   

dan   Perencanaan   

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah Media 

komunikasi publik 

yang dikelola

Unit 1 1 1 1 1 1

1,836,526.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.05

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah Peliputan 

Kegiatan 

Pemerintahan Dan 

Masyarakat yang 

dipublikasikan

kegiatan 192 250 300 300 300 300

1,645,912.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.06

Pelayanan Informasi 

Publik

Jumlah Layanan 

Informasi Publik
Layanan 1 1 1 1 1 1

204,100.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.07

Layanan Hubungan 

Media

Jumlah Layanan 

Hubungan Media 
Layanan 0 0 0 0 1 1 20,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.08

Kemitraan dengan 

Pemangku 

Kepentingan

Jumlah Kemitraan 

dengan pemangku 

kepentingan

Mitra 0 1 3 1 0 5 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.10

Penguatan  Kapasitas  

Sumber  Daya  

Komunikasi

Jumlah Sumber daya 

Komunikasi publik 

yang kompeten

Orang 2 2 2 0 0 6 36,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.11

Penguatan Tata 

Kelola Komisi 

Informasi di Daerah

Jumlah sengketa 

publik yang dilayani
Kasus 2 2 2 2 2 10 24,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.12

Penyelenggaraan  

Hubungan  

Masyarakat,  Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah 

Penyelenggaran 

Hubungan Media dan 

Kemitraan 

Mitra 0 1 1 1 0 3 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.13

Penyediaan/Pengadaa

n Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 

Pendukung Infromasi 

dan Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah

Buah 0 1 2 0 0 3 300,000.00
Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.14.0

3.2.03

.01.

Pengendalian 

Pendistribusian Alat 

dan Obat 

Kontrasepsi dan 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB Ke 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringnya

Jumlah Jenis Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

Didistribusikan

5 5 5 5 5 5 681,787,500.00 APBD

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.02.

Peningkatan 

Kompetensi 

Pengelola dan 

Petugas Logistik 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi Serta 

Sarana Penunjang 

Pelayanan KB

Jumlah Pengelola dan 

Petugas Logistik Alat 

dan Obat Kontrasepsi 

serta Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB yang 

mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

27 27 27 27 27 135 175,705,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.03.

Peningkatan 

Kesertaan 

Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

Jumlah akseptor KB 

yang mendapatkan 

pelayanan Metode 

Kontrasepsi Jangka 

Panjang (MKJP)

420 420 420 420 420 2,100 491,600,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.04.

Penyediaan 

Dukungan Ayoman 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP

Jumlah Peserta KB 

yang mengalami 

Komplikasi Berat 

dan Kegagalan 

Penggunaan MKJP 

yang mendapatkan 

pertolongan  

140 140 140 140 140 700 363,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.05.

Penyusunan Rencana 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

(Alokon) dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah dokumen 

rencana kebutuhan 

Alat dan Obat 

Kontrasepsi (Alokon) 

dan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

1 1 1 1 1 5 68,176,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.06.

Penyediaan Sarana 

Penunjang Pelayanan 

KB

Jumlah sarana 

penunjang Pelayanan 

KB

3 3 3 3 3 3 9,925,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.07.

Pembinaan Pasca 

Pelayanan Bagi 

Peserta KB

Jumlah Peserta KB 

yang mendapatkan 

pembinaan Pasca 

Pelayanan

280 280 280 280 280 1,400 366,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.08.

Pembinaan 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi di 

Fasilitas Kesehatan 

Termasuk Jaringan 

dan Jejaringan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

pembinaan pelayanan 

Keluarga Berencana 

dan Kesehatan 

Reproduksi

25 25 25 25 25 125 893,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.09.

Promosi dan 

Konseling Kesehatan 

Reproduksi, Serta 

Hak-Hak Reproduksi 

di Fasilitas 

Kesehatan dan 

Kelompok Kegiatan

Jumlah Faskes dan 

Kelompok Kegiatan 

yang melakukan 

promisi dan 

konseling Kesehatan 

Reproduksi

25 25 25 25 25 125 923,500,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.14.0

3.2.03

.10.

Peningkatan 

Kompetensi Tenaga 

Pelayanan Keluarga 

Berencana dan 

Kesehatan 

Reproduksi

Jumlah PLKB/PKB 

yang mendapatkan 

peningkatan 

kompetensi 

136 136 134 134 134 134 285,766,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.11.

Dukungan 

Operasional 

Pelayanan KB 

Bergerak

Jumlah PUS yang 

mendapatkan 

Pelayanan KB 

2,015 280 240 240 240 3,015 700,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.12.

Promosi dan 

Konseling KB Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran

Jumlah PUS Pasca 

Persalinan dan Pasca 

Keguguran yang 

mendapatkan 

konseling KB

350 350 350 350 350 1,750 442,200,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.14.0

3.2.03

.13.

Peningkatan 

Kesertaan KB Pria

Jumlah Kesertaan 

KB Pria
20 20 20 20 20 100 811,000,000.00

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Bidang KB

2.08.0

5.2.01

.01

Penyediaan Data 

Gender dan Anak di 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Penyediaan Data 

Gender dan Anak di 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Dokumen 1 1 1 1 1 1 118,749,749.00

DINAS 

PEMBERDAY

AAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUN

GAN ANAK

Kasi Data dan 

Informasi 

Gender 

2.08.0

5.2.01

.02

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 

Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelolah 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 

Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 45 45 45 45 45 45 82,229,182.50

DINAS 

PEMBERDAY

AAN 

PEREMPUAN 

DAN 

PERLINDUN

GAN ANAK

Kasi Data dan 

Informasi 

Gender 

2.14.0

3.2.03.

Pengendalian dan 

Pendistribusian 

Kebutuhan Alat dan 

Obat Kontrasepsi 

Serta Pelaksanaan 

Pelayanan KB Di 

Daerah 

Kabupaten/Kota

5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA  GENDER DAN ANAK

2.08.0

5.2.01

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender  dan Anak  

Dalam  

Kelembagaan Data 

di Tingkat Daerah  

Kabupaten/Kota

TUJUAN 6. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.03.0

3.2.01

.01

Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Jumlah Dokumen 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Dokumen
1 

Dokumen

1 

Dokumen

1 

Dokume

n

1,200,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.03

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter

1000 

Meter
2,400,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.04

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

2500 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter

3000 

Meter
9,750,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.05

Peningkatan SPAM  

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter

2750 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter

2300 

Meter
10,905,000,000.00 APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.06

Peningkatan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Sambungan Rumah 

(SR)
SR 25 SR 200 SR 250 SR 200 SR 250 SR 250 SR

33,725,248,000.00

APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.17

Pembangunan Baru 

SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Jumlah Bak 

Hydran/Penampung 

Air

Unit 18 Unit 16 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit

8,210,000,000.00

APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.19

Perluasan  SPAM  

Jaringan  Perpipaan  

di  Kawasan 

Perdesaan

Panjang Jaringan 

Perpipaan
Meter 25 Meter 100 Meter 100 Meter

100 

Meter

100 

Meter

100 

Meter

10,435,000,000.00

APBD

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

6.1.1. (a)  Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak

6.1.1. (c)  Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1.03.0

3.2.01

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

di Daerah 

Kabupaten/Kota

6.1.1.(b)  Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau

6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.03.0

2.2.01

.06

Pembangunan 

Embung dan 

Penampung Air 

Lainnya

Jumlah Embung dan 

Penampungan Air 

Lainnya

Unit 45 35 40 45 45 42,150,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi Sungai, 

Embung, Rawa 

dan Pantai

1.03.0

2.2.01

.07

Pembangunan Sumur 

Air Tanah untuk Air 

Baku

Jumlah Sumur Bor 

Yang Dibangun
Unit 15 7 8 8 8 8 4,050,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi Sungai, 

Embung, Rawa 

dan Pantai

1.03.0

2.2.01

.08

Pembangunan 

Bangunan Perkuatan 

Tebing

Jumlah Bangunan 

Perkuatan Tebing 

Yang Dibangun

Meter 3,500.00 6,333.33 7,760.00 ####### ####### ####### 35,965,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi Sungai, 

Embung, Rawa 

dan Pantai

1.03.0

6.2.01

1.03.0

6.2.01

.01

Penyusunan 

Rencana,  Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Rencana,  

Kebijakan, Strategi 

dan Teknis Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 600,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

6.2.01

.06

Pembangunan/Penye

diaan Sub Sistem 

Pengolahan Setempat 

Jumlah MCK Yang 

Dibangun
Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 500 Unit 26,760,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

6.2.1. (b)  Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal

6.2.1. (f)  Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat

6.3.1. (a)  Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

6.3.1. (b)  Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.

1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

6.5.1.(c)  Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.

6.5.1.(f)  Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.

6.5.1.(g)  Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 

1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

1.03.0

2.2.01

Pengelolaan  SDA  

dan  Bangunan  

Pengaman  Pantai 

pada  Wilayah  

Sungai  (WS)  dalam  

1  (satu)  Daerah 

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.03.0

6.2.01

.07

Pembinaan Teknik 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

Jumlah SDM Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

250,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

6.2.01

.08

Sosialisasi dan 

pemberdayaan 

masyarakat terkait 

Penyediaan Sistem 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik

Jumlah SDM Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang

150,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

6.2.01

.12

Pembangunan/Penye

diaan  Sistem  

Pengelolaan  Air 

Limbah Terpusat 

Skala Permukiman

Jumlah IPAL 

Kombinasi MCK
Unit 2 Unit 5 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit

16,939,224,550.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.02.0

5.2.02.

Pelaksanaan Sehat 

dalam rangka 

Promotif Preventif 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1.02.0

5.2.02

.01

Penyelenggaraan 

Promosi Kesehatan 

dan Gerakan Hidup 

Bersih dan Sehat

Jumlah Promosi 

Kesehatan dan 

Gerakan Hidup 

Bersih dan sehat 

yang terlaksana

Sekolah 240 288 336 384 480 0 4,017,262,761.98 APBD
Dinas 

Kesehatan

2.11.0

3.2.01

Pencegahan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

2.11.0

3.2.02

Koordinasi, 

Sinkronisasi dan 

Pelaksanaan 

Pencegahan 

Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan 

Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, 

dan Laut

Jumlah Lokasi Titik 

Pantau Pencemaran
Titik Pantau 11 11 11 11 11 11 2,100,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Domestik dalam 

Daerah 

Kabupaten/Kota

6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku

2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.03.0

3.2.01

.01

Penyusunan 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Jumlah Dokumen 

Rencana, Kebijakan, 

Strategi dan Teknis 

SPAM

Dokumen 0 0 1 1 0 1 1,200,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.03

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter 1000 1000 1000 1000 1000

2,400,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.04

Pembangunan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter 2500 3000 3000 3000 3000

9,750,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.05

Peningkatan SPAM  

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perkotaan

Panjang  Jaringan 

Perpipaan
Meter 2750 2300 2300 2300 2300

10,905,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.06

Peningkatan SPAM 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Sambungan Rumah 

(SR)
SR 25 200 250 200 250 250

28,050,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.17

Pembangunan Baru 

SPAM Bukan 

Jaringan Perpipaan 

di Kawasan 

Perdesaan

Jumlah Bak 

Hydran/Penampung 

Air

Unit 18 16 50 50 50 50

6,460,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01

.19

Perluasan  SPAM  

Jaringan  Perpipaan  

di  Kawasan 

Perdesaan

Panjang Jaringan 

Perpipaan
Meter 25 100 100 100 100 100

10,000,000,000.00

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang 

Seksi  Air 

Minum dan 

Sanitasi

1.03.0

3.2.01 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) 

di Daerah 

Kabupaten/Kota

6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

1.02.02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.02.0

2.2.01

Penyediaan Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan untuk 

UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

1.02.0

2.2.01

.03

Pembangunan 

Fasilitas Kesehatan 

Lainnya

Jumlah Fasilitas 

Kesehatan Lainnya 

yang terbangun

Unit 2 2 2 2 4,800,000,000.00
Dinas 

Kesehatan

3.26.0

2.2.02

.04

Pengadaan/ 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana dalam 

Pengelolaan 

Kawasan Wisata 

Strategis Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Pemeliharaan/Rehabi

litasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Paket 6 8 8 8 8 8 49,132,022,000.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

3.26.0

2.2.02

.06

Pemeliharaan/Rehabi

litasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Dokumen 

Pemeliharaan/Rehabi

litasi Gedung Kantor 

dan Bangunan 

Lainnya

Kali 7 7 7 7 7 7 5,262,217,976.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

3.26.0

2.2.03

.03

Pengembangan 

Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pengembangan 

Destinasi

Kali 1 1 1 1 1 1 1,244,819,000.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

3.26.0

2.2.03

.04

Pengadaan/Pemelihar

aan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

dalam Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan 

Kegiatan  
Kali 12 12 12 12 12 12 9,081,900,000.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara

8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

TUJUAN 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB

3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

3.26.0

2.2.02

Pengelolaan 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

3.26.0

2.2.03

Pengelolaan 

Destinasi Pariwisata 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

3.26.0

3.2.01

Penguatan Promosi 

melalui Media Cetak, 

Elektronik, dan 

Media Lainnya Baik 

Dalam dan Luar 

Negeri

Jumlah Pelaksanaan 

promosi media cetak 

dan media lainnya

Kali 12 12 12 12 12 12 940,500,000.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

3.26.0

3.2.02

Fasilitasi Kegiatan 

Pemasaran 

Pariwisata Baik 

Dalam dan Luar 

Negeri Pariwisata 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaksanaan 

Promosi melalui 

apkasi

Orang 10 10 10 10 10 3,639,999,800.00

Dinas 

Kebudayaan 

Dan Pariwisata

2.07.0

3.2.01

.01

Pelatihan Teknik Las

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30 175,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.02

Pelatihan Jasa Boga

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30

175,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.03

Pelatihan Menjahit

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 50 30 30 30 30

215,950,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.04

Pelatihan Tata Rias

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30 30

188,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.05

Pelatihan Servis 

Outomotif (Motor)

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30

175,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

3.26.0

3.2.01

Pemasaran 

Pariwisata Dalam 

dan Luar Negeri 

Daya Tarik, 

Destinasi dan 

Kawasan Strategis 

Pariwisata 

Kabupaten/Kota

8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

2.07.0

3.2.01

Pelaksanaan 

Pelatihan 

berdasarkan Unit 

Kompetensi



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.07.0

3.2.01

.06

Pelatihan Teknik 

Sablon Digital

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30

175,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.07

Pelatihan Teknik 

Pengolahan Ikan

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30 30

188,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.08

Pelatihan Teknik 

Pendingin AC

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30

175,000,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.07.0

3.2.01

.09

Pelatihan Komputer 

bagi kaum millenial

Besaran Tenaga 

Kerja Yang 

Mendapatkan 

Pelatihan Berbasis 

Kompetensi

Pencari Kerja 30 30 30 30 30

203,950,000.00

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten

Kasi 

PelatihanTK

2.20.0

2.2.01

.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Jumlah / Jenis data 

sektoral yang tersedia 

dan menjadi bahan 

informasi publik

Jeis 45 45 45 45 45 45 828,400.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.02

Peningkatan  

kapasitas  SDM  

Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan  

Mutu Statistik 

Daerah yang 

Terintegrasi

Jumlah SDM 

Statistik yang 

kompeten

Orang 0 2 3 2 0 10 48,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.03

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektoral

Jumlah Metadata 

statistik sektoral
Kegiatan 0 0 1 1 1 3 120,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

2.07.0

3.2.01

Pelaksanaan 

Pelatihan 

berdasarkan Unit 

Kompetensi

8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita

8.1.1.(a) PDB per kapita



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.20.0

2.2.01

.04

Peningkatan   

Kapasitas   

Kelembagaan   

Statistik Sektoral

Jumlah Kebijakan 

terkait kelembagaan 

statistik sektoral

Buah 0 0 0 2 1 3

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.05

Pengembangan 

Infrastruktur

Jumlah Infrastruktur 

Stastistik
Jenis 0 0 1 1 2 4

260,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.06

Penyelenggaraan  

Otorisasi  Statistik  

Sektoral  di Daerah

Jumlah  koordinasi 

untuk 

penyelenggaraan 

otorisasi statistik 

sektoral daerah

Tahun 0 0 1 1 1 3

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.01

Perumusan  

Kebijakan  Teknis  

Bidang  Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Jumlah Kebijakan 

yang dirumuskan
0 0 2 2 2 6 6,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.02

Monitoring Opini 

dan Aspirasi Publik

Jumlah Monitoring 

Opini Dan Aspirasi 

Publik

0 0 0 1 1 2 100,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.03

Monitoring   

Informasi   dan   

Penetapan   Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan 

informasi Daerah 

yang dimonitoring 

0 0 0 1 1 2 10,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.04

Pengelolaan   Konten   

dan   Perencanaan   

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah Media 

komunikasi publik 

yang dikelola

1 1 1 1 1 1

1,836,526.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

TUJUAN 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband

9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam

9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.05

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah Peliputan 

Kegiatan 

Pemerintahan Dan 

Masyarakat yang 

dipublikasikan

192 250 300 300 300 300

1,645,912.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.06

Pelayanan Informasi 

Publik

Jumlah Layanan 

Informasi Publik
1 1 1 1 1 1

204,100.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.07

Layanan Hubungan 

Media

Jumlah Layanan 

Hubungan Media 
0 0 0 0 1 1 20,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.08

Kemitraan dengan 

Pemangku 

Kepentingan

Jumlah Kemitraan 

dengan pemangku 

kepentingan

0 1 3 1 0 5 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.10

Penguatan  Kapasitas  

Sumber  Daya  

Komunikasi

Jumlah Sumber daya 

Komunikasi publik 

yang kompeten

2 2 2 0 0 6 36,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.11

Penguatan Tata 

Kelola Komisi 

Informasi di Daerah

Jumlah sengketa 

publik yang dilayani
2 2 2 2 2 10 24,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.12

Penyelenggaraan  

Hubungan  

Masyarakat,  Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah 

Penyelenggaran 

Hubungan Media dan 

Kemitraan 

0 1 1 1 0 3 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.13

Penyediaan/Pengadaa

n Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 

Pendukung Infromasi 

dan Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah

0 1 2 0 0 3 300,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.

2.15.03 Program Pengelolaan Pelayaran



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.01

Fasilitasi pemenuhan 

persyaratan perizinan 

pembangunan dan 

pengoprasian 

pelabuhan sungai 

dan danau

Jumlah 

Perahu/Sampan
Unit 570 570 570 570 570 570 112,000,000.00

Dinas 

Perhubungan

Kepala Seksi 

Dermaga dan 

Penyeberangan

2.16.0

2.2.01

.02

Pengawasan 

pengoprasian 

pelabuhan sungai 

dan danau

Jumlah Pengguna 

Dermaga
Kali 12 12 12 12 12 12 183,500,000.00

Dinas 

Perhubungan

Kepala Seksi 

Dermaga dan 

Penyeberangan

2.13.0

4.2.01

.01.

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah 

penyelenggaraan 

administrasi 

pemerintahan desa 

yang difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.02.

Fasilitasi 

Penyusunan Produk 

Hukum Desa

Jumlah penyusunan 

produk hukum desa 

yang difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.03.

Fasilitasi 

Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa

Jumlah penyusunan 

perencanaan 

pembangunan desa 

yang difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.04.

Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa

Jumlah pengelolaan 

keuangan desa yang 

difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 990,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.05.

Pembinaan 

Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintah Desa

Jumlah aparatur 

pemerintah desa yang 

dibina dan 

ditingkatkan 

kapasitasnya

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.15.0

3.2.13

Pembangunan dan 

Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengoperasian 

Pelabuhan Sungai 

dan Danau

TUJUAN 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara 

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal

10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri

10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal

2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa

2.13.0

4.2.01.

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.13.0

4.2.01

.06.

Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

Jumlah 

penyelenggaraan 

musyawarah desa 

yang difasilitasi

Desa 0.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.07.

Evaluasi dan 

Pengawasan 

Peraturan Desa

Jumlah peraturan 

desa yang dievaluasi 

dan dimonitoring

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.08.

Pembinaan dan 

Pemberdayaan BUM 

Desa dan Lembaga 

Kerja sama antar 

Desa

Jumlah BUM Desa 

dan lembaga kerja 

sama antar desa yang 

dibina dan 

diberdayakan

Desa 80 80 80 80 80 80 1,536,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.09.

Penyelenggaraan 

Pemilihan, 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

Kepala Desa

Jumlah 

penyelenggaraan 

pemilihan, 

pengangkatan dan 

pemberhentian 

Kepala Desa yang 

difasilitasi

Desa 18 62 80 2,880,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.10.

Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

Perangkat Desa

Jumlah Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

Perangkat Desa

Desa 16 64 80 160,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.11.

Fasilitasi 

Penyusunan Profil 

Desa

Jumlah penyusunan 

profil desa yang 

difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.12.

Fasilitasi Manajemen 

Pemerintahan Desa

Jumlah manajemen 

pemerintahan desa 

yang difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.13.

Fasilitasi 

Pengelolaan Aset 

Desa

Jumlah pengelolaan 

aset desa yang 

difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 1,170,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.14.

Pembinaan 

Peningkatan 

Kapasitas Anggota 

BPD

Jumlah BPD yang 

dibina dan 

ditingkatkan 

kapasitasnya

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01.

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.13.0

4.2.01

.15.

Fasilitasi Penetapan 

dan Penegasan Batas 

Desa

Jumlah penetapan 

dan penegasan batas 

desa yang difasilitasi

Desa 80 0 154,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.16.

Fasilitasi Pembinaan 

Laporan Kepala 

Desa

Jumlah laporan 

Kepala Desa yang 

dibina dan difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.17.

Pelaksanaan 

Penugasan 

Urusan/Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

yang Dilaksanakan 

oleh Desa

Jumlah pelaksanaan 

penugasan urusan/ 

kewenangan 

kabupaten yang 

dilaksanakan oleh 

desa

Desa 80 80 80 80 80 80 770,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.13.0

4.2.01

.18.

Fasilitasi Evaluasi 

Perkembangan Desa 

serta Lomba Desa 

dan Kelurahan

Jumlah evaluasi 

perkembangan desa 

serta lomba desa dan 

kelurahan yang 

difasilitasi

Desa 80 80 80 80 80 80 1,000,000,000.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

dan Desa

2.20.0

2.2.01

.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Jumlah / Jenis data 

sektoral yang tersedia 

dan menjadi bahan 

informasi publik

Jenis 45 45 45 45 45 45 828,400.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.02

Peningkatan  

kapasitas  SDM  

Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan  

Mutu Statistik 

Daerah yang 

Terintegrasi

Jumlah SDM 

Statistik yang 

kompeten

Orang 0 2 3 2 0 10 48,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.03

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektoral

Jumlah Metadata 

statistik sektoral
Kegiatan 0 0 1 1 1 3 120,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.13.0

4.2.01.

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.20.0

2.2.01

.04

Peningkatan   

Kapasitas   

Kelembagaan   

Statistik Sektoral

Jumlah Kebijakan 

terkait kelembagaan 

statistik sektoral

Buah 0 0 0 2 1 3

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.05

Pengembangan 

Infrastruktur

Jumlah Infrastruktur 

Stastistik
Jenis 0 0 1 1 2 4

260,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.06

Penyelenggaraan  

Otorisasi  Statistik  

Sektoral  di Daerah

Jumlah  koordinasi 

untuk 

penyelenggaraan 

otorisasi statistik 

sektoral daerah

Tahun 0 0 1 1 1 3

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

1.05.0

3.2.02

.07.

Penanganan Pasca 

Bencana

Tersedianya 

Data/Informasi 

tentang Rencana 

Penanggulangan 

Bencana dalam 

Bentuk Dokumen 

Resmi

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 929,299,500.00 PAD BPBD

Kasubid 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi

1.05.0

3.2.02

.02.

Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten Maros

Jumlah Warga yang 

Ikut Pelatihan
Orang 100 100 100 100 100 100 100 469,200,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.02

.03.

Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

Terhadap bencana 

Kabupaten Maros

Tersedianya Layanan 

PUSDALOPS 

Penanganan Bancana 

dan Sarana Prasarana 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana

 Paket 1 1 1 1 1 1 1 980,400,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Kedaruratan 

dan Logistik

TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

1.05.03 :  Penanggulangan Bencana

1.05.0

3.2.02.

02

Pelayanan     

Pencegahan     dan     

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.05.0

3.2.02

.04.

Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana

Tersedianya 

Peralatan 

Perlindungan 

terhadap Bencana

Set 1 1 1 1 1 1 720,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.02

.10.

Pengembangan 

Kapasitas Tim 

Reaksi Cepat (TRC)

Bencana 

Kabupaten/Kota

Terlatihnya Warga 

Negara dalam rangka 

kesiapsiagaan 

terhadap bencana

Orang 200 200 200 200 200 200 200 339,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Kedaruratan 

dan Logistik

1.05.0

3.2.03

.02.

Respon Cepat 

Darurat Bencana

Terrespon Secara 

Cepat setiap Hasil 

Penetapan Status 

Darurat Bencana 

Kurang dari 24 Jam

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 900,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Kedaruratan 

dan Logistik

1.05.0

3.2.03

.03.

Pencarian, 

Pertolongan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 

pencarian, 

pertolongan  dan 

Evakuasi Korban 

Bencana

Set 1 1 1 1 1 1 1 600,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.03

.04.

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten 

Maros

Jumlah Logistik yang 

tersalurkan terhadap 

Kejadian Bencana

 Kec 14 1 1 1 1 1 1 1,200,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.04

.02

Penguatan 

Kelembagaan 

Bencana
Desa 10 10 10 10 10 10 10 10 566,100,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.04

.03

Kerjasama antar 

Lembaga dan 

Kemitraan dalam

Penanggulangan 

Bencana 

Kabupaten/Kota

 Orang 250 250 250 250 250 250 250 250 135,000,000.00 PAD BPBD

Kasubid 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan

11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan

1.05.0

3.2.03.

Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana

1.05.0

3.2.04.

Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencana



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.11.1

1.2.01

.01

Penyusunan 

Kebijakan dan 

Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Updating Jakstrada 

Kabupaten

Dokumen 2 2 2 2 2 2 465,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.02

Pengurangan Sampah 

dengan melakukan 

Pembatasan, 

Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan 

Kembali

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

edukasi terkait 

reduce, reuse, dan 

recycle

Orang 480 480 480 480 480 480 900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.03

Penanganan Sampah 

dengan melakukan 

Pemilahan, 

Pengumpulan, 

Pengangkutan,Pengol

ahan, dan 

Pemrosesan Akhir 

Sampah di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga 

Operasional 

Persampahan

Orang 420 450 450 450 450 450 51,900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.04

Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

Dalam Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah Kelompok 

Masyarakat yang 

Mengelolah Sampah

Kelompok 150 150 150 150 150 150 900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Jumlah Jenis Sarana 

dan Prasarana 

pengelolaan 

Persampahan yang 

diadakan 

Jenis 9 12 12 12 12 12 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Jumlah Jenis Sarana 

dan Prasarana 

pengelolaan 

Persampahan yang 

terpelihara

Jenis 13 13 13 13 13 13 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur

4.01.02  PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.11.1

1.2.01
Pengelolaan Sampah

2.11.1

1.2.01

.07

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan 

Persampahan di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

308,882,869,000.00



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

4.01.0

2.2.04

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah

4.01.0

2.2.04

.01

Fasilitasi Kerja Sama 

Dalam Negeri

Jumlah Dokumen 

Kerja Sama Dalam 

Negeri                              

Jumlah Fasilitasi 

Kerja Sama Dalam 

Negeri

Dokumen/ 

Kegiiatan

20 

Dokumen

/1 

Kegiatan

20 

Dokumen/

1 

Kegiatan

25 

Dokumen/

1 Kegiatan

30 

Dokumen

/5 

Kegiatan

30 

Dokume

n/5 

Kegiatan

45 

Dokume

n/5 

Kegiatan

388,000,000.00 APBD
Sekretariat 

Daerah

Subag. 

Otonomi 

Daerah Dan 

Kerjasama

2.11.0

5.2.01

.02

Verifikasi Lapangan 

untuk Memastikan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Administrasi dan 

Teknis Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3

Jumlah Lokasi 

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3

Lokasi 50 50 50 50 50 50 600,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.0

5.2.01

.03

Koordinasi Dan 

Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah 

B3 dengan 

Pemerintah Provinsi 

Dalam Rangka 

Pengangkutan, 

Pemanfaatan, 

Pengelolaan, dan/ 

atau Penimbunan

Jumlah atau frekuensi 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengelolaan LB3

Kali 34 34 34 34 34 34 600,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.01

Penyusunan 

Kebijakan dan 

Strategi Daerah 

Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Updating Jakstrada 

Kabupaten

Dokumen 2 2 2 2 2 2 465,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

2.11.0

5.2.01

Penyimpanan 

Sementara Limbah 

B3

12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan

2.11.1

1.2.01
Pengelolaan Sampah



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.11.1

1.2.01

.02

Pengurangan Sampah 

dengan melakukan 

Pembatasan, 

Pendauran Ulang dan 

Pemanfaatan 

Kembali

Jumlah masyarakat 

yang mendapatkan 

edukasi terkait 

reduce, reuse, dan 

recycle

Orang 480 480 480 480 480 480 900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.03

Penanganan Sampah 

dengan melakukan 

Pemilahan, 

Pengumpulan, 

Pengangkutan,Pengol

ahan, dan 

Pemrosesan Akhir 

Sampah di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga 

Operasional 

Persampahan

Orang 420 450 450 450 450 450 51,900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.1

1.2.01

.04

Peningkatan Peran 

Serta Masyarakat 

Dalam Pengelolaan 

Persampahan

Jumlah Kelompok 

Masyarakat yang 

Mengelolah Sampah

Kelompok 150 150 150 150 150 150 900,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Jumlah Jenis Sarana 

dan Prasarana 

pengelolaan 

Persampahan yang 

diadakan 

Jenis 9 12 12 12 12 12 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Jumlah Jenis Sarana 

dan Prasarana 

pengelolaan 

Persampahan yang 

terpelihara

Jenis 13 13 13 13 13 13 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

2.11.1

1.2.01
Pengelolaan Sampah

2.11.1

1.2.01

.07

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan 

Persampahan di 

TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

308,882,869,000.00



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.11.0

6.2.01

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Terhadap Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan dan 

IzinPPLH 

diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

2.11.0

6.2.01

.03

Pengawasan Usaha 

dan/atau Kegiatan 

yang Izin 

Lingkungan Hidup, 

Izin PPLH yang 

Diterbitkanoleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengawasan 

Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Taat 

dan Memiliki Izin 

Lingkungan

Perusahaan 30 30 30 30 30 30 970,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

1.05.0

3.2.02

.02

Pelatihan   

Pencegahan   dan   

Mitigasi   Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) 

Jumlah Warga yang 

memperoleh Layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana

Orang 100 100 100 100 100 100 438,140,000.00 APBD

Badan 

Penanggulanga

n Bencana 

Daerah

Subid 

Pencegahan

1.05.0

3.2.02

.03

Pengendalian 

Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

Kabupaten/Kota

Persentase (%) 

Jumlah Warga yang 

memperoleh Layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana

Posko 1 1 1 1 1 1 380,832,000.00 APBD

Badan 

Penanggulanga

n Bencana 

Daerah

Subid 

Kesiapsiagaan

1.05.0

3.2.02

.04

Penyediaan      

Peralatan      

Perlindungan      dan

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana

Persentase (%) 

Jumlah Warga yang 

memperoleh Layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Bencana

Unit 3 3 3 3 3 3 975,000,000.00 APBD

Badan 

Penanggulanga

n Bencana 

Daerah

Subid 

Kesiapsiagaan

TUJUAN 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

13.1.2* : Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

1.05.03 :  Penanggulangan Bencana

1.05.0

3.2.02.

02

Pelayanan     

Pencegahan     dan     

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana

TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.

3.25.03 : PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Bimbingan Teknis 

Penguatan 

Kelembagaan Klp 

Usaha Bersama 

(KUB)

Orang 60 60 120 120 180 180 305,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Penangkapan Ikan 

Ramah Lingkungan

Orang 60 60 120 120 180 180 305,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mengikuti 

Bimbingan Teknis 

Penanganan Hasil 

Tangkapan

Orang 60 60 120 120 180 180 305,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mengikuti Sosialisasi 

Pengendalian dan 

Perlindungan 

Nelayan Kecil 

melalui Program 

Asuransi Nelayan

Orang 60 60 120 120 180 180 305,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mengikuti Sosialisasi 

Kartu Pelaku Usaha 

Kelautan dan 

Perikanan 

(KUSUKA)

Orang 60 60 120 120 180 180 305,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mendapatkan 

Fasilitas Pelayanan 

Pembuatan Kartu 

KUSUKA, Asuransi 

Nelayan dan 

Informasi Perikanan

Orang 30 32 35 38 40 40 136,000,000.00
Dinas 

Perikanan

3.25.0

3.2.02

Pemberdayaan 

Nelayan Kecil 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

3.25.0

3.2.02

.01

Pengembangan 

Kapasitas Nelayan 

Kecil



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

3.25.0

3.2.02

.02

Pelaksanaan 

Fasilitasi 

Pembentukan dan 

Pengembangan 

Kelembagaan 

Nelayan Kecil

Jumlah Klp Nelayan 

Kecil/Klp Usaha 

Bersama (KUB) yang 

terbentuk

Kelompok 15 17 20 22 25 25 290,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Nelayan yang 

Mengikuti Kegiatan 

Sosialisasi 

Pengembangan 

Usaha Penangkapan 

Ikan dan 

Pemberdayaan 

Nelayan Skala Kecil 

Orang 120 180 240 240 300 300 655,000,000.00
Dinas 

Perikanan

Jumlah Data dan 

Informasi Penyaluran 

BBM Bersubsidi (5 

SPDN) 

Dokumen 10 10 10 10 10 10 51,500,000.00 Dinas Perikanan

2.11.0

3.2.01

Pemulihan 

Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

2.11.0

3.2.01

.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penghentian Sumber 

Pencemaran

Jumlah Lokasi Usaha 

Sumber Pencemar 

yang Terpantau

Lokasi 10 10 10 10 10 10 830,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

2.11.0

4.2.01

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati 

Kabupaten/Kota

2.11.0

4.2.01

.01

Penyusunan dan 

Penetapan Rencana 

Pengelolaan 

Keanekaragaman 

Hayati

Jumlah Buku Profil 

Keanekaragaman 

Hayati

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1,200,000,000.00 APBD

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

3.25.0

3.2.02

Pemberdayaan 

Nelayan Kecil 

Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

3.25.0

3.2.02

.03

2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

TUJUAN 16. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan 

16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui

5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan 

Fasilitasi Bantuan 

Pendanaan, Bantuan 

Pembiayaan, 

Kemitraan Usaha

TUJUAN 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta 

15.1.1.(a) Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan

15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

5.01.0

2.2.03

.01

Analisis Kondisi 

Daerah, 

Permasalahan dan 

Isu Strategis 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Data Dan Informasi 

Hasil Pengelolaan 

Data Dan Hasil 

Analisis Kondisi 

Daerah, 

Permasalahan, Dan 

Isu Strategis 

Pembangunan 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 114,000,000.00 Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.02

Kooordinasi 

Penelaah Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah dengan 

Dokumen Kebijakan 

Lainnya

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 102,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.03

Pelaksanaan 

Konsultasi Publik

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.04

Koordinasi 

Pelaksanaan Forum 

SKPD/Lintas SKPD

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.05

Pelaksanaan 

Musrenbang 

Kabupaten/Kota

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 480,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.06

Penyiapan Bahan 

Koordinasi 

Musrenbang 

Kecamatan

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RKPD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 270,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

5.01.0

2.2.03

.07

Koordinasi 

Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah Kab/Kota

Tingkat Ketersediaan 

Dokumen RPJMD 

Secara Tepat Waktu

% 100 100 100 100 100 100 1,940,000,000.00

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.02.0

2.2.01

.01

Koordinasi dan 

Penyusunan KUA 

dan PPAS 

Tersusunnya 

Dokumen 

Perencanaan 

Anggaran keuangan 

Daerah 

Dokumen 2 2 2 2 2 2 193,200,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.02

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS

Tersusunnya 

Dokumen Perubahan 

Anggaran keuangan 

Daerah 

Dokumen 2 2 2 2 2 2 193,200,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.03

Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi RKA-

SKPD

Tersusunnya 

Dokumen Rencana 

Kerja Anggaran 

Pokok SKPD 

 Dokumen 1 1 1 1 1 1 181,550,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.04

Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan 

RKA-SKPD

Tersusunnya 

Dokumen Rencana 

Kerja Anggaran 

Perubahan SKPD 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 181,550,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.05

Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi DPA-

SKPD

Tersusunnya 

Dokumen 

Pelakasanaan 

Anggaran Pokok 

SKPD 

 Dokumen 1 1 1 1 1 1 181,550,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.06

Koordinasi, 

Penyusunan dan 

Verifikasi Perubahan 

DPA-SKPD

Tersusunnya 

Dokumen 

Pelakasanaan 

Anggaran Perubahan 

SKPD 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 181,550,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.01.0

2.2.03

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

5.02.0

2.2.01

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

5.02.0

2.2.01

.07

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

tentang APBD dan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen 

Perda APBD Dan 

Peraturan Kepala 

Daerah Tentang 

Penjabaran APBD 

Dokumen 2 2 2 2 2 2 925,200,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

5.02.0

2.2.01

.08

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Peraturan Daerah 

tentang Perubahan 

APBD dan Peraturan 

Kepala Daerah 

tentang Penjabaran 

Perubahan APBD

Jumlah Dokumen 

Perda APBD 

Perubahan Dan 

Peraturan Kepala 

Daerah Tentang 

Penjabaran APBD 

Perubahan

Dokumen 2 2 2 2 2 2 925,200,000.00 APBD 

Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Kasubid 

Penyusunan 

Anggaran 

Pengawasan Kinerja 

Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan laporan 118 118 118 118 118 590 6,879,250,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Pengawasan 

Keuangan 

Pemerintah Daerah

jumlah laporan laporan 150 150 150 150 150 750 8,386,250,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Reviu Laporan 

Kinerja
jumlah laporan laporan 2 2 2 2 2 10 363,750,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Reviu Laporan 

Keuangan
jumlah laporan laporan 2 2 2 2 2 10 497,500,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Pengawasan Desa jumlah laporan laporan 80 80 80 80 80 400 2,250,500,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Kerjasama 

Pengawasan Internal
jumlah laporan laporan 4 4 4 4 4 20 666,000,000.00 Inspektorat Irban I-IV

Monitoring dan 

Evaluasi Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK RI 

dan Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan 

APIP

jumlah laporan laporan 4 4 4 4 4 20 2,455,915,000.00 Inspektorat Sub.bag evlap

%

Penyelenggaraan 

Pengawasan Internal

16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat 

PROGRAM PENINGKATAN 

5.02.0

2.2.01

Koordinasi dan 

Penyusunan Rencana 

Anggaran Daerah

16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)

Program Penyelenggaraan Pengawasan



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Kode 

Kegiat

an

Kode 

Sub 

Kegia

tan

Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan

Ketertiban Umum 

melalui Deteksi Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan

Patroli, Pengamanan, 

dan Pengawalan

Jumlah Pelaksanaan 

Patroli Keamanan 

Deteksi Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan

Patroli, Pengamanan, 

dan Pengawalan dan 

kenyamanan 

Lingkungan

Kali (Patroli) 360 360 360 360 360 360 360 8,537,760,000.00 APBD/DAU

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Kode 

Kegiat

an

Kode 

Sub 

Kegia

tan

Penindakan atas 

Gangguan 

Ketenteraman dan

Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda 

dan Perkada

melalui Penertiban 

dan Penanganan 

Unjuk Rasa

dan Kerusuhan 

Massa

Jumlah kasus 

pelanggaran 

Tibumtranmas yang 

ditangani

Laporan 49 49 50 51 52 53 54 78,970,000.00 APBD/DAU

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen 

atas Pelaporan 

Peristiwa Penting

Jumlah Pencatatan,    

Penatausahaan    dan    

Penerbitan

Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting

Dokumen/har

i

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokume

n/hari

300 415,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Peningkatan dalam 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil

Jumlah Dokumen 

layanan Peningkatan 

dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Dokumen/har

i

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokume

n/hari

35 2,536,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Penanganan 

gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten

16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur

16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah

16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan 

Pencatatan Sipil



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Jumlha laporan 

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Laporan
2 

Laporan
2 Laporan 2 Laporan

2 

Laporan

2 

Laporan
25 377,000,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Dokumen
2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokume

n

2 

Dokume

n

252,400,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Jumlah Jenis 

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Dokumen 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 jenis 274,600,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

02.08.

07.2.0

1

Pencegahan 

Kekerasan Terhadap 

Anak  yang 

Melibatkan para 

Pihak  Lingkup 

Daerah  

Kabupaten/Kota

02.08.

07.2.0

1.01

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pelaksanaan 

Kebijakan, Program 

dan Kegiatan 

Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta 

Advokasi Kebijakan 

dan Pendampingan 

Pelaksanaan 

Kebijakan, Program 

dan Kegiatan 

Pencegahan 

Kekerasan terhadap 

Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 90 Orang 91,137,483.00 APBD

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Kasi 

Perlindungan 

Khusus Anak 

16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan

16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

2.08.07. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

04.01.

03.2.0

3

Pengelolaan 

Pengadaan Barang 

dan Jasa

04.01.

03.2.0

3.02

Pengelolaan Layanan 

Pengadaan secara 

Elektronik

Jumlah Kegiatan 

Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik

Kegiatan  4 Kegiatan10 Kegiatan12 Kegiatan13 Kegiatan13 Kegiatan13 Kegiatan 3,206,062,000.00 APBD

Unit Layanan 

Pengadaan 

Sekretariat 

Daerah

Subag.    

Pembinaan dan 

Advokasi 

Pengadaan 

Barang dan Jasa

1.05.0

2.2.01

.01

Pencegahan 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

melalui Deteksi Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan 

Pengawalan

Jumlah Pelaksanaan 

Patroli Keamanan 

Deteksi Dini, 

Pembinaan dan 

Penyuluhan, 

Pelaksanaan

Patroli, Pengamanan, 

dan Pengawalan dan 

kenyamanan 

Lingkungan

Kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali 360 kali 39,259,200,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.02

Penindakan atas 

Gangguan 

Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda 

dan Perkada melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk 

Rasa dan Kerusuhan 

Massa

Jumlah kasus pelanggaran Tibumtranmas yang ditanganiTahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 431,381,200.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.03

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

serta Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/KotaKali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 645,000,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

4.01.03. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir

16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

16.1.4*Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.05.0

2.2.01

Penanganan 

gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

1.05.0

2.2.01

.04

Pemberdayaan 

Perlindungan 

Masyarakat dalam 

Rangka Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum

Jumlah anggota Linmas yang mengikuti sosialisasi Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 374,500,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.05

Peningkatan 

kapasitas SDM 

Satpol PP dan Satuan 

Perlindungan 

Masyarakat termasuk 

dalam pelaksanaan 

tugas yang bernuansa 

Hak Asasi Manusia

Jumlah aparatur Satpol.PP dan Sat.Linmas yang mengikuti pelatihan dan pembinaan fisik dan mentalTahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1,935,232,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.06

Kerjasama antar 

Lembaga dan 

kemitraan dalam 

teknik pencegahan 

dan penanganan 

gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Yustisi Bersama)Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 1,261,232,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.07

Pengadaan dan 

Pemeliharaan Sarana 

dan prasarana 

ketentraman dan 

ketertiban umum

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umumTahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 784,100,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.08

Penyusunan SOP 

Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman 

Masyarakat

Jumlah SOP yang di 

hasilkan terkait 

Ketertiban Umum 

dan

Ketenteraman 

Masyarakat

SOP 30 SOP 30 SOP 30 SOP 30 SOP 30 SOP 30 SOP 505,232,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Trantibum dan 

Linmas

1.05.0

2.2.01

.09

Penyediaan Layanan 

dalam rangka 

Dampak Penegakan 

Perda dan Perkada

Jumlah jenis Layanan 

dalam rangka 

Dampak

Penegakan Perda dan 

Perkada

Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 796,000,000.00

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

dan DAMKAR

Bidang 

Penegakan 

Perunndang 

Undangan

1.05.0

2.2.01

Penanganan 

gangguan 

ketentraman dan 

ketertiban umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.20.0

2.2.01

.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Jumlah / Jenis data 

sektoral yang tersedia 

dan menjadi bahan 

informasi publik

45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 828,400.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.02

Peningkatan  

kapasitas  SDM  

Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan  

Mutu Statistik 

Daerah yang 

Terintegrasi

Jumlah SDM 

Statistik yang 

kompeten

0 2 Orang 3 Orang 2 Orang 0 10 orang 48,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.03

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektoral

Jumlah Metadata 

statistik sektoral
0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan3 Kegiatan 120,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.04

Peningkatan   

Kapasitas   

Kelembagaan   

Statistik Sektoral

Jumlah Kebijakan 

terkait kelembagaan 

statistik sektoral

0 0 0 2 Buah 1 buah 3 Buah 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.05

Pengembangan 

Infrastruktur

Jumlah Infrastruktur 

Stastistik
0 0 1 jenis 1 Jenis 2 Jenis 4 Jenis 260,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.06

Penyelenggaraan  

Otorisasi  Statistik  

Sektoral  di Daerah

Jumlah  koordinasi 

untuk 

penyelenggaraan 

otorisasi statistik 

sektoral daerah

0 0 1 thn 1 thn 1 thn 3 thn 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.01

Perumusan  

Kebijakan  Teknis  

Bidang  Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Jumlah Kebijakan 

yang dirumuskan
0 0 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 dok 6,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.02

Monitoring Opini 

dan Aspirasi Publik

Jumlah Monitoring 

Opini Dan Aspirasi 

Publik

0 0 0 1 Layanan1 Layanan2 Layanan 100,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.03

Monitoring   

Informasi   dan   

Penetapan   Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan 

informasi Daerah 

yang dimonitoring 

0 0 0 1 Thn 1 Thn 2 thn 10,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.04

Pengelolaan   Konten   

dan   Perencanaan   

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah Media 

komunikasi publik 

yang dikelola

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1,836,526.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.05

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah Peliputan 

Kegiatan 

Pemerintahan Dan 

Masyarakat yang 

dipublikasikan

192 keg 250 keg 300 keg 300 keg 300 keg 300 keg 1,645,912.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.06

Pelayanan Informasi 

Publik

Jumlah Layanan 

Informasi Publik
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan1 Layanan1 Layanan 204,100.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.07

Layanan Hubungan 

Media

Jumlah Layanan 

Hubungan Media 
0 0 0 0 1 Layanan1 Layanan 20,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.08

Kemitraan dengan 

Pemangku 

Kepentingan

Jumlah Kemitraan 

dengan pemangku 

kepentingan

0 1 Mitra 3 Mitra 1 Mitra 0 5 Mitra 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.10

Penguatan  Kapasitas  

Sumber  Daya  

Komunikasi

Jumlah Sumber daya 

Komunikasi publik 

yang kompeten

2 Orang 2 Orang 2 Orang 0 0 6 Orang 36,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.11

Penguatan Tata 

Kelola Komisi 

Informasi di Daerah

Jumlah sengketa 

publik yang dilayani
2 2 2 2 2 10 24,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.12

Penyelenggaraan  

Hubungan  

Masyarakat,  Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah 

Penyelenggaran 

Hubungan Media dan 

Kemitraan 

0 1 Mitra 1 Mitra 1 Mitra 0 3 Mitra 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.13

Penyediaan/Pengadaa

n Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 

Pendukung Infromasi 

dan Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah

0 1 buah 2 buah 0 0 3 Buah 300,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.08.0

5.2.01

.01

Penyediaan Data 

Gender dan Anak di 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 

Penyediaan Data 

Gender dan Anak di 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Dokumen 1 1 1 1 1 1 118,749,749.00

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Kasi Data dan 

Informasi 

Gender 

2.08.0

5.2.01

.02

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 

Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pengelolah 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

Gender dan Anak 

dalam Kelembagaan 

Data di Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Orang 45 45 45 45 45 45 82,229,182.50

Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana

Kasi Data dan 

Informasi 

Gender 

TUJUAN 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA  GENDER DAN ANAK

2.08.0

5.2.01

Pengumpulan, 

Pengolahan Analisis 

dan Penyajian Data 

Gender  dan Anak  

Dalam  

Kelembagaan Data 

di Tingkat Daerah  

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen 

atas Pelaporan 

Peristiwa Penting

Jumlah Pencatatan,    

Penatausahaan    dan    

Penerbitan

Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting

Dokumen/har

i

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen/

hari

10 

Dokumen

/hari

10 

Dokume

n/hari

300 415,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Peningkatan dalam 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil

Jumlah Dokumen 

layanan Peningkatan 

dalam Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Dokumen/har

i

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen/

hari

150 

Dokumen

/hari

150 

Dokume

n/hari

35 2,536,800,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Jumlha laporan 

Pengumpulan, 

Analisis, dan 

Diseminasi Data 

Pencatatan Sipil

Laporan
2 

Laporan
2 Laporan 2 Laporan

2 

Laporan

2 

Laporan
25 377,000,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi SIAK

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Jumlah Dokumen 

Penyusunan Tata 

Cara Perencanaan, 

Pelaksanaan, 

Pemantauan, 

Evaluasi, 

Pengendalian dan 

Pelaporan 

Penyelenggaraan 

Adminduk terkait 

Pencatatan Sipil

Dokumen
2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokumen

2 

Dokume

n

2 

Dokume

n

252,400,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Jumlah Jenis 

Pengadaan Dokumen 

Kependudukan selain 

Blangko KTP-El, 

Formulir, dan Buku 

terkait Pencatatan 

Sipil sesuai dengan 

Kebutuhan

Dokumen 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis 5 jenis 274,600,000.00 APBD

Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil

Seksi 

Pengolahan 

data

Pelayanan 

Pencatatan Sipil

17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target

5.01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

5.01.0

2.2.03

.01

Koordinasi 

Pengendalian 

Perencanaan dan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Daerah Di Kab/Kota

Jumlah Dokumen 

Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban 

Bupati Atas Hasil 

Pelaksanaan 

Pembangunan Tahun 

2020, Evaluasi 

Pencapaian SPM 

Tahun 2020

Dokumen 2 2 2 2 2 2 204,000,000.00 APBD

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

5.01.0

2.2.03

.03

Monitoring, Evaluasi 

& Penyusunan 

Laporan Berkala 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Laporan Atas Hasil 

Monitoring Dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Pembangunan 

Daerah Secara 

Periodik

Dokumen 4 4 4 4 4 4 270,000,000.00 APBD

Badan 

Perencanaan, 

Pembangunan, 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Daerah

4.01.0

2.2.04

Fasilitasi Kerjasama 

Daerah

4.01.0

2.2.04

.01

Fasilitasi Kerja Sama 

Dalam Negeri

Jumlah Dokumen 

Kerja Sama Dalam 

Negeri                              

Jumlah Fasilitasi 

Kerja Sama Dalam 

Negeri

Dokumen/Ke

giiatan

20 

Dokumen

/1 

Kegiatan

20 

Dokumen/

1 

Kegiatan

25 

Dokumen/

1 Kegiatan

30 

Dokumen

/5 

Kegiatan

30 

Dokume

n/5 

Kegiatan

45 

Dokume

n/5 

Kegiatan

388,000,000.00 APBD

Unit Layanan 

Pengadaan 

Sekretariat 

Daerah

Subag. 

Otonomi 

Daerah Dan 

Kerjasama

2.20.0

2.2.01

.01

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengumpulan, 

Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data 

Statistik Sektoral

Jumlah / Jenis data 

sektoral yang tersedia 

dan menjadi bahan 

informasi publik

45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 45 Jenis 828,400.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik

17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

17.19.1.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

17.19.1.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS)

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

5.01.0

2.2.03

Pengendalian, 

Evaluasi & 

Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

4.01.02  PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.20.0

2.2.01

.02

Peningkatan  

kapasitas  SDM  

Pemerintah Daerah 

dalam Peningkatan  

Mutu Statistik 

Daerah yang 

Terintegrasi

Jumlah SDM 

Statistik yang 

kompeten

0 2 Orang 3 Orang 2 Orang 0 10 orang 48,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.03

Membangun 

Metadata Statistik 

Sektoral

Jumlah Metadata 

statistik sektoral
0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan3 Kegiatan 120,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.04

Peningkatan   

Kapasitas   

Kelembagaan   

Statistik Sektoral

Jumlah Kebijakan 

terkait kelembagaan 

statistik sektoral

0 0 0 2 Buah 1 buah 3 Buah

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.05

Pengembangan 

Infrastruktur

Jumlah Infrastruktur 

Stastistik
0 0 1 jenis 1 Jenis 2 Jenis 4 Jenis

260,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

.06

Penyelenggaraan  

Otorisasi  Statistik  

Sektoral  di Daerah

Jumlah  koordinasi 

untuk 

penyelenggaraan 

otorisasi statistik 

sektoral daerah

0 0 1 thn 1 thn 1 thn 3 thn

30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.01

Perumusan  

Kebijakan  Teknis  

Bidang  Informasi 

dan Komunikasi 

Publik

Jumlah Kebijakan 

yang dirumuskan
0 0 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 dok 6,000.00 Kominfo

2.16.0

2.2.01

.02

Monitoring Opini 

dan Aspirasi Publik

Jumlah Monitoring 

Opini Dan Aspirasi 

Publik

0 0 0 1 Layanan1 Layanan2 Layanan 100,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.20.0

2.2.01

Penyelenggaraan  

Statistik  Sektoral  

di  Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota

17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan

17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband

17.8.1* Proporsi individu yang menggunakan internet

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.03

Monitoring   

Informasi   dan   

Penetapan   Agenda 

Prioritas Komunikasi 

Pemerintah Daerah

Jumlah Kebijakan 

informasi Daerah 

yang dimonitoring 

0 0 0 1 Thn 1 Thn 2 thn 10,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.04

Pengelolaan   Konten   

dan   Perencanaan   

Media Komunikasi 

Publik

Jumlah Media 

komunikasi publik 

yang dikelola

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

1,836,526.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.05

Pengelolaan Media 

Komunikasi Publik

Jumlah Peliputan 

Kegiatan 

Pemerintahan Dan 

Masyarakat yang 

dipublikasikan

192 keg 250 keg 300 keg 300 keg 300 keg 300 keg

1,645,912.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.06

Pelayanan Informasi 

Publik

Jumlah Layanan 

Informasi Publik
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan1 Layanan1 Layanan

204,100.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.07

Layanan Hubungan 

Media

Jumlah Layanan 

Hubungan Media 
0 0 0 0 1 Layanan1 Layanan 20,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.08

Kemitraan dengan 

Pemangku 

Kepentingan

Jumlah Kemitraan 

dengan pemangku 

kepentingan

0 1 Mitra 3 Mitra 1 Mitra 0 5 Mitra 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.10

Penguatan  Kapasitas  

Sumber  Daya  

Komunikasi

Jumlah Sumber daya 

Komunikasi publik 

yang kompeten

2 Orang 2 Orang 2 Orang 0 0 6 Orang 36,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.11

Penguatan Tata 

Kelola Komisi 

Informasi di Daerah

Jumlah sengketa 

publik yang dilayani
2 2 2 2 2 10 24,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

.12

Penyelenggaraan  

Hubungan  

Masyarakat,  Media 

dan Kemitraan 

Komunitas

Jumlah 

Penyelenggaran 

Hubungan Media dan 

Kemitraan 

0 1 Mitra 1 Mitra 1 Mitra 0 3 Mitra 30,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

2.16.0

2.2.01

.13

Penyediaan/Pengadaa

n Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana 

Pendukung Infromasi 

dan Komunikasi 

Publik Pemerintah 

Daerah

0 1 buah 2 buah 0 0 3 Buah 300,000.00

Dinas 

Komunikasi 

dan 

Informatika

05.02.

04.2.0

1.01

Perencanaan 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah

Jumlah Perencanaan 

Pengelolaan Pajak 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 618,000,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Pendapatan 

Daerah

05.02.

04.2.0

1.02

Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah, Serta 

Penyusunan 

Kebijakan Pajak 

Daerah

Jumlah Analisa dan 

Pengembangan Pajak 

Daerah, Serta 

Penyusunan 

Kebijakan Pajak 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 945,000,000.00 PAD

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Pendapatan 

Daerah

05.02.

04.2.0

1.03

Penyuluhan dan 

Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak 

Daerah

Jumlah Penyuluhan 

dan Penyebarluasan 

Kebijakan Pajak 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1,095,000,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Pendapatan 

Daerah

05.02.

04.2.0

1.04

Penyediaan Sarana 

dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak 

Daerah

Jumlah Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Pajak 

Daerah

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1,680,000,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Pendapatan 

Daerah

05.02.

04.2.0

1.05

Pendataan dan 

Pendaftaran Objek 

Pajak Daerah

Potensi Wajib Pajak 

Baru Dapat Terukur
Dokumen 9 9 9 9 9 9 166,900,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah

Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

05.02.

04.2.0

1

17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.

17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya

17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.

05.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

2.16.0

2.2.01

Pengelolaan 

Informasi dan 

Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

05.02.

04.2.0

1.06

Pengolahan, 

Pemeliharaan, dan 

Pelaporan Basis Data 

Pajak Daerah

Tersedianya Aplikasi 

Pemetaan Berbasis 

WEB 

Dokumen 1 1 1 1 1 1 1,530,519,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Pendapatan 

Daerah

05.02.

04.2.0

1.07

Penilaian Pajak 

Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan 

Perkotaan (PBBP2) 

serta Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)

Nilai Objek Jual 

Pajak Di Kabupaten 

Maros Terupdate 

Sesuai Harga Pasar 

Wajar Dokumen 1 1 1 1 1 1 1,530,920,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Sistem 

Informasi 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.08

Penetapan Wajib 

Pajak Daerah

Jumlah 

Penambahan Wajib 

Pajak Dokumen 12 12 12 12 12 12 220,586,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.09

Pelayanan dan 

Konsultasi Pajak 

Daerah

Tingkat Kesadaran 

Wajib Pajak Makin 

Meningkat Dokumen 12 12 12 12 12 12 384,018,250.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.10

Penelitian dan 

Verifikasi Data 

Pelaporan Pajak 

Daerah

Terciptanya 

Pelaporan Pajak 

Daerah Yang Valid Dokumen 9 9 9 9 9 9 647,563,125.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengndalian 

dan Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.11

Penagihan Pajak 

Daerah

Tercapainya Target 

PAD Dokumen 1 1 1 1 1 1 585,000,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.12

Penyelesaian 

Keberatan Pajak 

Daerah

Terselesainya 

Sengketa Pajak 

Daerah Jenis 9 9 9 9 9 9 525,000,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah

Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

05.02.

04.2.0

1



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Instansi 

Pelaksana 
Keterangan Program/Kegiatan/Indikator Output Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

05.02

.04.2.

01.13

Pengendalian, 

Pemeriksaan dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah

Terlaksananya 

Pemerikasaan Dan 

Pengawasan Pajak 

Daerah Dokumen 10 10 10 10 10 10 379,505,000.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengendalian 

dan Evaluasi 

Pendapatan 

Daerah

05.02

.04.2.

01.14

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pengelolaan 

Retribusi Daerah

Terlaksananya 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Pengelolaan Pajak 

Daerah dan 

Retribusi Daerah Dokumen 2 2 2 2 2 2 634,611,863.00 PAD Bapenda

Bidang 

Pengelolaan 

Pendapatan 

Daerah

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Kegiatan 

Pengelolaan 

Pendapatan Daerah 

05.02.

04.2.0

1



2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pelayanan Kesehatan Keliling

Jumlah masyarakat yang dilayani Jiwa             3,600        1,254         2,000           3,000            3,600            3,000            3,600                         1,335,000 
Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Pembagian Makanan Tambahan
Jumlah balita yang mendapatkan 

makanan tambahan
Jiwa             3,600        1,254         2,000           3,000            3,600            3,000            3,600                         1,335,000 

Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Jumlah paket sembako yang 

dibagikan
Paket 800 800 800 800 800 800 800 500,000

Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Jumlah paket sembako terdampak 

pandemi
Paket             1,200         1,200            1,200            1,200                                   450 

Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Penanaman Mangrove
Jumlah pohon mangrove yang 

ditanam
Pohon           35,000      35,000       35,000         35,000          35,000          35,000          35,000                            292,200 

Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Bantuan Bangunan Pendidikan

Jumlah bangunan yang dibangun Bangunan                    3               1                2                  2                   3                   3                   3                            448,115 
Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Pelatihan
Jumlah pelatihan yang 

dilaksanakan
Pelatihan 3                  -          1              1                2                  2                                   2                            250,000 

Alokasi Dana 

Perusahaan
Kabupaten Maros

PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara 

Sultan Hasanuddin 

Lokasi Lembaga PelaksanaProgram/Kegiatan Output Kegiatan Satuan
Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Tujuan TPB/SDGs 

Indikator TPB/SDGs: (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 

Program 1: Pelayanan Kesehatan

Program 2: Pembagian Makanan Tambahan Untuk Balita Dan Ibu Hamil

Indikator TPB/SDGs: (1) Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan di Manapun

Program 1: Pemberian Sembako

Pemberian Paket Sembako Dalam 

Rangka Pandemi

Indikator TPB/SDGs : (14) Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Program 1: Penghijauan

Indikator TPB/SDGs (4) : Menjamian Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Program 1: Bantuan Pembangunan dan Pelatihan

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NOMOR      : 122 TAHUN 2021   

TANGGAL   :   29  NOVEMBER 2021 

TENTANG   :  

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAROS



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lokasi Lembaga PelaksanaProgram/Kegiatan Output Kegiatan Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Teridentifikasinya Anggaran 

TAKE Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 25.000.000,00
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec.Tompobulu, 

Bantimurung, 

Simbang

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Terbangunnya kesepahaman 

bersama tentang penyusunan 

pedoman pelaksanaan TAKE

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 25.000.000,00
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec.Tompobulu, 

Bantimurung, 

Simbang

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Teridentipikasinya kendala yang 

dihadapi dalam 

pengimplementasian TAKE

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 25.000.000,00
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec.Tompobulu, 

Bantimurung, 

Simbang

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Terumuskannya strategi dan aksi 

bersama dalam skala jangka 

pendek, menengah dan jangka 

panjan untuk TAKE

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 25.000.000,00
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec.Tompobulu, 

Bantimurung, 

Simbang

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Indikator TPB/SDGs:  11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Tujuan TPB/SDGs 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Indikator TPB/SDGs:  11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.

Indikator TPB/SDGs:  11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.

Program 1: 

Lokakarya Membangun Strategi 

Pencapaian dan Percepatan Transfer 

Anggaran Berbasis Ekologi



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lokasi Lembaga PelaksanaProgram/Kegiatan Output Kegiatan Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Pelatihan Advokasi  Perencanaan 

dan Penganggaran  Hutan dan 

Lahan Yang Responsif Gender

Meningkatnya Pengetahuan 

Peserta tentang perencanaan dan 

penggangaran yang partisipatif dan 

Responsif Gender
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 20.000.000

The Asia Foundation 

(TAF)

Kec.Tompo Bulu 

Bantimurung, 

Cenrana, Camba, 

Tanralili,  Marusu 

dan Maros Baru

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Adanya   rekomendasi dari hasil 

analisis anggaran  kepada 

pemerintah. Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 5.000.000

The Asia Foundation 

(TAF) Pemda Maros

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Workshop Skema Pembiayaan ADD 

untuk Lingkungan hidup

Meningkatnya pemahaman peserta 

tentang skema pembiayaan ADD 

untuk lingkungan hidup

Kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 20.000.000

The Asia Foundation 

(TAF) Kab. Maros

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Terbangunnya  komitmen bersama 

untuk skema pembiayaan ADD 

Lingkungan  hidup

Kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 17.000.000

The Asia Foundation 

(TAF)

Kec. 

Tompobulu,Tanral

ili,Cenrana dan 

Camba

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Adanya rencana aksi untuk skema 

pembiayaan ADD Lingkungan 

hidup.

Kegiatan

1 1 1 1 1 1 1 7.000.000

The Asia Foundation 

(TAF)

Kec. Tompobulu, 

Tanralili, Cenrana 

dan Camba

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Tujuan TPB/SDGs  :  10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Indikator TPB/SDGs:  10.1.1.(c). Jumlah desa tertinggal

Indikator TPB/SDGs:  10.1.1.(d). Jumlah desa mandiri

Program 2: 



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lokasi Lembaga PelaksanaProgram/Kegiatan Output Kegiatan Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Audence Kepada Pemangku 

Kebijakan Untuk Menyampaikan 

Hasil Analisis  PPRG:

Adanya kebijakan anggaran untuk 

PPRG

Kegiatan

1 1 1 1 1 1 5.000.000
The Asia Foundation 

(TAF)
Pemda Maros

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Identifikasi Kelompok Masyarakat 

dan Kelompok Perempuan di 

Kawasan Hutan

Adanya gambaran umum (profil) 

desa dampingan (administrasi, 

dusun, luas lahan hutan, jumlah 

warga/kk,laki & perempuan)

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 15.000.000
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec 

Cenrana,camba,Ta

nralili,Marusu dan 

bantimurung

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Diskusi kampung tentang  Advokasi 

Anggaran  TAKE

Meningkatnya pemahaman KBA  

tentang  skema take, dan masalah-

masalah yang ada di areal 

perhutanan sosial.pada 5 desa.

Kegiatan

1 1 1 1 1 1 23.000.000
The Asia Foundation 

(TAF)

Kec. Cenrana, 

Camba,Tanralili,

Marusu dan 

Bantimurung

Pilar Nusantara 

(PINUS) SulSel

Pelatihan Pengembangan Kelompok 

Perempuan Miskin/Marginal
Peningkatan Kemampuan 

kelompok dampingan  dalam aspek  

:

• Perspektif kelembagaan

• Struktur dan Fungsi Kelompok

• Management Keleompok

• Kapasitas Perencanaan dan 

Penyusunan Proposal

• Teknik lobby dan negosiasi

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 25.000.000 Pemkab Maros Kab. Maros MAUPE

Kegiatan 1.2. Pelatihan Jurnalisme 

Warga (Citizen Jurnalism)
 Peningkatan kapasitas warga  

dampingan  dalam aspek  :

• Kesadaran Kritis

• Pemahaman Jurnalistik

• Kemampuan mengelola media 

sederhana untuk warga

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 25.000.000 Pemkab Maros Kab. Maros MAUPE

Tujuan TPB/SDGs : 5. Kesetaraan Gender

Tujuan TPB/ SDGs :  5. Kesetaraan Gender

Indikator TPB/SDGs:  5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Program 1:  Pengembangan Kapasitas Kelompok Dampingan

Indikator TPB/SDGs:  5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Program 2: 



2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lokasi Lembaga PelaksanaProgram/Kegiatan Output Kegiatan Satuan

Tahun 

Dasar 

Target Tahunan Indikatif Alokasi 

Anggaran 5 Tahun 

Sumber 

Pendanaan 

Persiapan 

Terlaksananya kegiatan persiapan 

pelaksanaan :

• Sosialisasi

• Pengembangan Kurikulum

• Coacing Fasilitator

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 5.000.000 Pemkab Maros Kab. Maros MAUPE

Pelaksanaan SPPM 

  Terlaksananya kegiatan SPPM  :

• Tingkat Dasar (Indoor dan 

Outdoor)

• Tingkat Lanjutan (Indoor dan 

Outdoor)

• KKN dan Magang 

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 15.000.000 Pemkab Maros Kab. Maros MAUPE

Publikasi dan Desseminasi SPPM

 Terlaksananya kegiatan Publikasi 

dan desseminasi SPPM  :

• Roadshow Media

• Distribusi Media KIE

• Penerbitan Buku

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 23.000.000 Pemkab Maros Kab. Maros MAUPE

BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

PROGRAM 2: Pengembangan Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM)
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Tahapan Perencanaan dan 
penganggaran Tahunan Daerah
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A Penyusunan RKPD dan Renja-SKPD 
(s/d Rancangan Akhir)

1 Pembentukan tim penyusun RKPD/Renja-
SKPD Kab

2 Penyusunan rancangan awal RKPD dan 
rancangan Renja-SKPD Kab

3 Musrenbang desa/kelurahan

4 Lanjutan penyusunan rancangan Renja-SKPD

5 Musrenbang Kecamatan

6 Pembahasan rancangan Renja SKPD pada 
Forum SKPD kabupaten/kota

7 Penyusunan rancangan RKPD 
kabupaten/kota

8 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 
kabupaten/kota

9 Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota

B. Penetapan perkada RKPD dan Renja SKPD

10 Penetapan perkada RKPD kabupaten

11 Penetapan Renja SKPD kabupaten/kota



C Penyusunan KUA dan PPAS Pokok & 
Perubahan

12 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Pokok 
& Perubahan ///

/

13 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 
Pokok & Perubahankepada KDH ///

///
///

///
///
///

14 Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS 
Pokok & Perubahan kepada DPRD ///

///
///

15 Pembahasan KUA dan PPAS Pokok & 
Perubahan

///
///
//////

///
///

///
///
///

///
///
///16 Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Pokok & 

Perubahan

///
///
//////

///
///

///
///
///

D. Penyusunan RAPBD Pokok & Perubahan

17
Penyiapan dan penetapan SE tentang 
pedoman penyusunan  RKA Pokok & 
Perubahan-SKPD 

///
///
//////

///
///

///
///
///

18 Penyusunan Kegiatan Pokok & Perubahan 
Berdasarkan Diagram Pohon ///

///
///

///
///
///

///
///
///

19 Penyusunan RKA Pokok & Perubahan-SKPD ///
///
///

///
///
///

///
///
///

20 Ekspose Program ///
///
///

///
///
///

///
///
///

///
///
///21 Pembahasan RKA Pokok &                     

Perubahan SKPD oleh TAPD

///
///
///

///
///
///

///
///
///

///
///
//////

///
///

///
///
///

///
///
///

///
///
///22 Penyempurnaan RKA Pokok & Perubahan-

SKPD

///
///
///

///
///
//////

///
///

///
///
///23 Penyiapan Raperda APBD Pokok & 

Perubahan

///
///
//////
///
///

E. Pembahasan dan Penetapan APBD Pokok & 
Perubahan

24
Penyampaian Raperda APBD Pokok & 
Perubahan beserta Lampirannya oleh Kepala 
Daerah kepada DPRD

///
///
///
///
///
//25 Pembahasan Raperda APBD Pokok & 

Perubahan 

///
///
///
///
/26 Persetujuan bersama APBD Pokok & 

Perubahan antara DPRD dan KDH

///
///
///
///
/27 Evaluasi oleh Gubernur bagi APBD Pokok & 

Perubahan kabupaten

///
///
///
///
///
//



28 Penyempurnaan Raperda APBD Pokok & 
Perubahan berdasarkan hasil evaluasi 

///
///
///
///
/29 Penetapan Perda tentang APBD Pokok & 

Perubahan

///
///
///
///
/30 Penyerahan RAPBD Pokok

Ket :

///
///
///
///
///
///

 PERUBAHAN

POKOK

POKOK & PERUBAHAN
///
///
///
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